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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah Unit Eselon | di Kementerian Keuangan
yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan
berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pengguna laporan khususnya sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu,
laporan keuangan ini juga dimaksudkan memberi informasi kepada manajemen untuk pengambilan

keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Luky Alfirman
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA 015.06 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tingkat UAPPA-E1 Tahun

Anggaran 2023 Audited yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c)

Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

%

Jakarta, Mei 2024
Direktur Jenderal,

Luky Alfirman
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31
Desember 2023 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp271.307.012,00. Realisasi
Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp72.861.258.538,00 atau mencapai 97,6
persen dari anggaran sebesar Rp74.646.676.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari
realisasi Belanja Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

. 2023 2022
Uraian
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah _ 271307012 _ 187.642.654
Jumlah Pendapatan 271.307.012 187.642.654
Belanja Pegawai 4.127.431.000 3.854.232.000 13.931.013.000 13.671.787.310
Belanja Barang 46.941.867.000 45.436.045.543 37.583.647.000 36.648.320.288
Belanja Modal 23.577.378.000 23.571.020.995 3.363.816.000 3.300.891.450

Jumlah Belanja 74.646.676.000 72.861.298.538 54.878.476.000 53.620.999.048
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NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
31 Desember 2023. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi,
sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.812.721.118,00 yang terdiri
dari Aset Lancar sebesar Rp1.331.829.540,00 Aset Tetap sebesar Rp23.501.914.500,00, Aset Lainnya
sebesar Rp1.978.977.078,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp369.826.268,00 yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp26.442.894.850,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai
berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022 JCEILEL T
(Penurunan)
Aset 26.812.721.118 16.052.801.408 10.759.919.710
Aset Lancar 1.331.829.540 1.147.136.743 184.692.797
Aset Tetap 23.501.914.500 12.380.832.127 11.121.082.373
Aset Lainnya 1.978.977.078 2.524.832.538 (545.855.460)
Kewajiban 369.826.268 5.830.832 363.995.436
Kewajiban Jangka Pendek 369.826.268 5.830.832 363.995.436
Ekuitas 26.442.894.850 16.046.970.576 10.395.924.274
Ekuitas 26.442.894.850 16.046.970.576 10.395.924.274
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 26.812.721.118 16.052.801.408 10.759.919.710

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp67.044.170.612,00 sehingga defisit
dari kegiatan operasional sebesar Rp67.044.170.612,00. Dengan memperhitungkan Surplus dari
Kegiatan Non Operasional sebesar Rp268.626.170,00 menyebabkan entitas mengalami defisit LO
sebesar Rp66.775.544.442,00.
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah
sebesar Rpl16.046.970.576,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp66.775.544.442,00, Koreksi yang
Menambah  Ekuitas sebesar Rpl14.988.276,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp77.156.480.440,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp26.442.894.850,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Belanja Negara disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember
2023, nilai Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan basis
akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Anggaran

2023
Realisasi

% Anggaran

(Dalam Rupiah)

2022
Realisasi

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH |B.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1.1 271.307.012 187.642.654
JUMLAH PENDAPATAN 271.307.012 - 187.642.654

BELANJA B.2
Belanja Pegawai B.2.1| 4.127.431.000( 3.854.232.000| 93,38 | 13.931.013.000 |13.671.787.310 98,14
Belanja Barang B.2.2 | 46.941.867.000( 45.436.045.543| 96,79 | 37.583.647.000 |36.648.320.288 97,51
Belanja Modal B.2.3| 23.577.378.000( 23.571.020.995| 99,97 | 3.363.816.000 | 3.300.891.450 98,13
JUMLAH BELANJA 74.646.676.000| 72.861.298.538| 97,61 | 54.878.476.000 | 53.620.999.048 97,71

Jakarta, Mei 2024

%
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NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN
ASET
ASET LANCAR

Piutang Bukan Pajak
Penyisihan Piutang tak Tertagih
Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak (Netto)
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Aset Lain-Lain
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIJIBAN
KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Kepada Pihak Ketiga
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAIJIBAN
EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS

%

Catatan

C.1
C.11

C.1.1.2

C.1.1.3

C.1.1.4

C.1.2
C1.21
C.1.2.2
C.1.23
C.1.2.4
C.1.2.5

C.1.3
C.1.3.1
C.1.3.2
C.1.33
C.1.3.3

C.2
C.2.1

C.3

14

31 Desember 2023

65.722.182

(50.808.847)
14.913.335
1.316.916.205
1.331.829.540

122.508.086.200
1.427.595.200
669.888.518
64.705.508
(101.168.360.926)
23.501.914.500

10.672.409.204
372.809.751
948.603.155
(10.014.845.032)
1.978.977.078
26.812.721.118

369.826.268
369.826.268
369.826.268

26.442.894.850
26.442.894.850
26.812.721.118

Jakarta,

(Dalam Rupiah)
31 Desember 2022

53.414.748

(50.747.310)
2.667.438
1.144.469.305
1.147.136.743

103.764.804.143
1.427.595.200
651.888.518

0
(93.463.455.734)
12.380.832.127

9.891.147.694
0

448.631.261
(7.814.946.417)
2.524.832.538
16.052.801.408

5.830.832
5.830.832
5.830.832

16.046.970.576
16.046.970.576
16.052.801.408

Mei 2024

Direktur Jenderal,

Luky Alfirman
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LAPORAN OPERASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 31 Desember 2023 31 Desember 2022

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Hibah
Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Lain-Lain
Jumlah Beban Operasional
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non
Operasional Lainnya
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIT LO

15

D.1

D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8

D.9

Jakarta,
Direktur Jenderal,

0
0

3.853.583.000
743.613.328
22.961.090.748
6.968.909.865
19.964.833.803
12.552.078.331
61.537
0
67.044.170.612
(67.044.170.612)

257.379.170
0
257.379.170

11.247.000
0

11.247.000
268.626.170
0

0

(66.775.544.442)

Luky Alfirman

Mei 2024

16.045.920
16.045.920

13.445.841.459
690.101.447
19.052.980.883
5.761.926.005
14.340.970.181
9.490.703.852
(17.146)

0
62.782.506.681
(62.766.460.761)

149.446.792
0
149.446.792

16.040.000
354.384.743

(338.344.743)
(188.897.951)

0
0

(62.955.358.712)
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Catatan

2

(Dalam Rupiah)

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT LO

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
Penyesuaian Nilai Aset
Koreksi Nilai Persedian
Selisih Revaluasi aset Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi lain-Lain

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
Ditagihkan ke Entitas Lain
Diterima dari Entitas Lain
Transfer Keluar
Transfer Masuk
Pengesahan Hibah Langsung

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
EKUITAS AKHIR

16

%

E.1
E.2

E3

E.3.1
E.3.2
E.3.3
E.3.4
E.3.5
E.4

E.4.1
E.4.1
E.4.2
E.4.2
E.43

E.5

PERIODE
31 Desember2023 31 Desember 2022
3 4
16.046.970.576 21.664.466.143
(66.775.544.442) (62.955.358.712)
0 0
14.988.276 0
0 0
0 0
0 0
14.988.276 0
0 0
77.156.480.440 57.337.863.145
72.861.298.538 53.620.999.048
(271.307.012) (187.642.654)
(1.402.688.002) (1.744.948.515)
586.162.500 2.457.878.981
5.383.014.416 3.191.576.285
10.395.924.274 (5.617.495.567)
26.442.894.850 16.046.970.576
Jakarta, Mei2024

Direktur Jenderal,

Luky Alfirman
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN UMUM

A.1 DASAR HUKUM
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi
Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan
Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi
Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun
Anggaran;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01.2022 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan
Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 tentang Petunjuk
Teknis Penandaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata
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Tugas dan

Fungsi

Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian
Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga;

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023;

33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 5-24/PB/PB.6/2023 Hal Penggunaan

Akun Khusus COVID-19;

34. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2023 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Atas Beban (BA-015) dan
Gerakan Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi
desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan yang nyata dan luas kepada daerah
otonom dalam kerangka NKRI. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah sesuai Keppres Nomor 165 Tahun 2000. Berdasarkan
keputusan presiden tersebut, dibentuklah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah (DJPKPD) melalui KMK-02/KMK.1/2001. Pada masa ini lahirlah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah yang mempertegas konsep money follow function.

Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 2004 di mana
tugas dan fungsi DJPKPD digabungkan dengan 2 unit eselon | lainnya, yaitu bersama
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan (DJAPK) serta bersama Badan Analisa Fiskal menjadi Badan
Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI). Reorganisasi
kembali terjadi pada tahun 2007. DJAPK dipisah menjadi DJPK dan DJA. Fungsi-fungsi yang
sebelumnya digabung dengan BAPPEKI dikembalikan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan reorganisasi dan delayering
dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Reorganisasi tersebut
mengubah struktur dan sistem kerja organisasi. Unit Eselon Il DJPK pasca reorganisasi
sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

o vk wnN R

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
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7. Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer Daerah.

DJPK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. PMK
Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah
ditetapkan untuk menyempurnakan bentuk organisasi DJPK dalam melaksanakan
tanggung jawab dan menghadapi tantangan yang semakin besar dan beragam serta
dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih dinamis dan mampu memenuhi
kebutuhan para pemangku kepentingan. Berdasarkan, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi:

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan
pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJPK menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan
transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan
transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

¢. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan
dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi
daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana
perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan
dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi
daerah;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

A.3 NILAI KINERJA ORGANISASI

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2023 DJPK
telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan
dalam Kontrak Kinerja (KK) DJPK Tahun 2023, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja
DJPK di tahun 2023. Pencapaian kinerja kedua puluh tiga IKU tersebut, sampai dengan
Desember 2023 berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2023 sebesar 110,18.
Pencapaian nilai NKO 2023 merupakan hasil perhitungan dari keempat perspektif dalam
peta strategi DJPK tahun 2023, yaitu:

- sebesar 109,16 dari bidang stakeholder perspective (bobot 30%);
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- sebesar 110,24 dari bidang customer perspective (bobot 20%);
- sebesar 110,09 dari bidang internal process perspective (bobot 25%); dan
- sebesar 111,45 dari bidang learning and growth perspective (bobot 25%)

1 Belanja Megara yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat
la-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah 86,5 86,7 86,46 88,67
1b - CP Indeks integritas organisasi 95,58 102,5
1b1 - CP_| Indeks integritas 91,16 a5 90,66 91,%6
1b2 - CP_| Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP 100 110 - -
Tc-N Indeks ketimpangan antarwilayah 0,235 0,148 0,240 0,195
2 Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi 86 94,84 85 93,35
2b-CP Tingkat implementasi KEM PPKF regional 100% 100%
3 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
3a - CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan 100% 103,85% 4,45 4,42
3b-CP Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara 100% 119,83% 119,83% - -
3c -CP Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu 3 3,67
oD g B I' 2L Realizas 0
4 Formulasi kebijakan fiskal dan yang optimal
da - N Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas 100 120 100
5 Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
Sa-N Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD | 31,04% | 33,60% 28,94% 29,05%
6 Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah P 100% 100% 100
usat dan TKD
] Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan R R
6b-CP penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD 100% 100%
7 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
7a - CP Plelrsentasel relkomendasi EPK atas LKPP dan LK BUN yang telah 90% 96,16% 89,5% 97.22%
ditindaklanjuti
7b - CP Indeks Efektivitas UKI g2 97,26 - -
Jo - CP Tingkat efektivitas pengawasan BUN 75% 91,49
Ul l. -l
AR RO
8 Organisasi dan_SDM yang berkinerja tinggi
8a- CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria 21 WBK 100% 108,31% 100% 105,69%
ge-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 100 120 3.55 3,77
sl-cp Persentlase penyelesaian revisil transformasi kelembagaan Kemenkeu 100% 100% - -
9 Pengelolaan Keuangan yang optimal
9a - CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BAO1S 100 113.46 100 114,13
9al-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 90,4 103,9 114,93 90,4 103
9a2-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 105,44 105,44 95,5% 97,684%
0a3-M Indeks efisiensi belanja birokrasi B5 141,18 120 80 98,8
10 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
10a - CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK 100% 116,23% 100 111,53
10a1l - CP Tingkat downtime sistemn TIK 0,10% 0,0005% 120 0,1%
10a2 - CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 90% 111% 120 90% 100%
10a3 - CP Tingkat penvelesaian data analylics B85% 100% 108,70
11 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
11a - CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being 100% 110,13% 100 114,2
11h-CP Persentase penyelesaian program |5 RBTK 92% 99,58% 92% 99,17%
11c-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu 95% 96,31% 91,75% 103,16
11¢1-CP Tingkal implementasi learning organization 90% 92,601% 1029 83,5 86,32
11c2-CP Tingkatl kematangan budaya Kemenkeu Satu 100% 100% 100 100% 120%
NKO
Pendekatan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh
Penyusunan  aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu
Keuangan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
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Basis

Akuntansi

Dasar

Pengukuran

Kebijakan

Akuntansi

data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dirancang untuk menghasilkan Laporan
Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu SAKTI menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik
negara serta laporan manajerial lainnya.

A.5 BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk
memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan
menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing
dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

A.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan
keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan
entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:
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1)
Pendapatan-
LRA
2)
Pendapatan-
LO
3)
Belanja
4)
Beban
5)
Aset

PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi
pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan
direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

2.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.
2.2 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.
2.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi
sumber pendapatan.

BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan
menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut
klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan
fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASET
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:
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a) ASET LANCAR

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang
telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang
diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar
TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dimana

barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar.

Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya.

b) ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun. Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi
Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

2) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan
Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah).

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi
tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan aset tetap lainnya
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c)

seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang
disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan
rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari
Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-udangan di Bidang Pengelolaan BMN.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang
Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu
tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara
angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada
bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan
kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,

dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua

belas) bulan berikutnya.

d) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang
jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset
Lain-lain.
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6)

Kewajiban

7)
Ekuitas

8)

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak
Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright),
paten, goodwill, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat
jangka panjang.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut
akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan

operasional pemerintah.
KEWAIJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah
diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a) KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada

saat pertama kali transaksi berlangsung.

EKUITAS
Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang.
Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan
perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan
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9)
Penyusutan

Aset Tetap

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Penentuan Kualitas Piutang

l;:‘::::; Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal 0,5%
jatuh tempo yang ditetapkan;
Kurang Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 10%
lancar tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan;
Diragukan Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 50%
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan
Macet 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 100%
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan; atau
2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam
kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang
untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester
tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat aset tetap disajikan pada tabel sebagai berikut:
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Amortisasi
Aset Tak

Berwujud

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4  tahun

10) AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, amortisasi
dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain

meliputi:

a. Perangkat Lunak (Software) Komputer;

b. Lisensi;

c. Waralaba (Franchise);

d. Hak Cipta (Copyright); dan

e. Hak Paten.

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang Uraian LELTT]
8 01| 01| 01 |001 Software Komputer 4
8| 01| 01| 01 |002 Lisensi 10
8| 01| 01| 01 |003 Franchise 5
8 | 01| 01| 01 [004 | Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.l 70
8| 01| 01| 01 |005 | HakPaten Sederhana 10
8| 01| 01| 01 |008 | Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.ll 50
8 01| 01 | 01 |009 Hak Cipta Karya Seni Terapan 25
8| 01| 01| 01 [010| Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan 50
8| 01| 01| 01 |011| Hak Ekonomi Produser Fonogram 50
8| 01| 01| 01 012 | Hak EkonomiLembaga Penyiaran 20
8| 01| 01| 01 013 Paten Biasa 20
8 01 01 01 014 Merek 10
8| 01| 01| 01 |015 Desain Industri 10
8 01| 01| 01 |016 Rahasia Dagang 10
8| 01| 01| 01 |017 | Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 10
8 | 01| 01| 01 [018 | Perlindungan Varietas Tanaman Musiman 20
8| 01| 01| 01 |019| Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan 25

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta
(Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian

kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan

2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan
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Kebijakan atas
Pelaksanaan
Program
Penanganan
Pandemi
Covid-19 dan
Penggunan
Akun Khusus
Covid-19

kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan
pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015, masa manfaat
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

A.8 KEBIJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN
PANDEMI COVID-19 DAN PENGGUNAAN AKUN KHUSUS
COVID-19

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program PEN yang
selanjutnya disebut PC-PEN merupakan aksi/tindakan yang dilakukan pemerintah dalam
rangka menangani permasalahan yang diakibatkan adanya Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan
pembelian desinfektan sebesar Rp8.158.500,00 dengan akun 521131 pada tanggal 17
Januari 2023.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Melalui Keppres ini,
Presiden juga mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan
penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Selaras dengan kebijakan tersebut, dokumen sumber belanja yang menggunakan akun
penanganan Covid-19 per 1 Juli 2023 harus dilakukan revisi. Selanjutnya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dalam KEP-
291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
Penetapan akun khusus COVID-19 tersebut dimaksudkan untuk:

a. memudahkan dalam perencanaan kegiatan, pengalokasian dana, koordinasi
pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19;
dan

b. memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemi COVID-19
dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan revisi dokumen
anggaran dengan akun penanganan pandemi Covid-19 menjadi Belanja Keperluan
Perkantoran.

A.9 CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
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Selama Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:
Output

Strategis . L i
Tabel 6 Output Strategis (Prioritas Nasional)

03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kode Uraian Alokasi Realisasi % Target Realisasi Progress
Rincian Rincian Anggaran (Rp) Belanja (Rp) Penyera- Keluar | Volume Capaian

Output Output pan an Keluaran Rincian
Strategis Output
1. 4779.UBB. Bimtek 1.956.876.000 | 1.952.961.048 99,80 2.000 2.000 Desa 100%
201 BUMDes Desa
(PN)

Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa, dilakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui
kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa

agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa.

Realisasi output strategis “Bimtek BUMDes"” sebesar Rp1.952.961.048,00 atau 99,80 persen
dari pagu TA 2023 sebesar Rp1.956.876.000,00.

Upaya yang telah dilaksanakan selama TA 2023 yaitu pelaksanaan workshop pendampingan
BUMDes di 8 (delapan) kampus, yaitu di Universitas Negeri Sebelas Maret (Surakarta),
Universitas Andalas (Padang), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Lampung
(Lampung), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Siliwangi (Tasikmalaya),

Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Trunojoyo Madura (Bangkalan).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga memiliki kegiatan dengan Rincian Output

tematik yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG), sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 7 Output Tematik

Output A % .. Progress
p Kode Rincian Realisasi

Alokasi Realisasi Target . Capaian

Tematik No Output Uraian Rincian Output . Penyerap o
. Anggaran (Rp)  Belanja (Rp) Keluaran Rincian

Strategis an Keluaran
Output

Publikasi Medi 3 3
1 [4720.8mB.005 |"UP!HE! Viedia 112.743.000 |  112.640.000] 99,91 100%
Elektronik Layanan |Layanan

Rincian Alokasi 1 1
2 |4781. FAD. 002 1.075.421.000| 1.072.259.538 99,71 100%
Transfer Ke Daerah dokumen]|dokumen

Bimtek/Sosialisasi/Dis
eminasi/Penyuluhan
Transfer ke 3 1
3 |4779. FAC. 001 |Daerah, serta Hibah 185.340.000 178.358.754 96,23 100%
dokumen]dokumen
Sub Komponen
Implementasi PUG
dalam TKD

30




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

Publikasi Media elektronik telah menghasilkan 3 video (Video Bang Defis, Video Profil DJPK,
dan Video UU HKPD, Dana Desa dan Insentif Fiskal). Sedangkan RO Rincian Alokasi Transfer
ke Daerah telah menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan penetapan TKD dimana terdapat
kebijakan implementasi ARG. Adapun berkenaan dengan RO Bimtek Transfer ke Daerah
dengan Sub Komponen Implementasi PUG dalam TKD telah melaksanakan monitoring ke 11
pemda/ desa dan memperoleh data awal pengelolaan dan implementasi kebijakan TKD dalam

perspektif ARG dari pemerintah kabupaten, desa, dan masyarakat selaku penerima manfaat.

Disamping itu, selama tahun 2023 terdapat Rincian Output (RO) yang merupakan Prioritas
Unggulan (PU) sebanyak 11 RO, sebagaimana dijelaskan pada halaman berikut. Prioritas
Unggulan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit Eselon | yang berkontribusi
langsung dalam pencapaian prioritas Kementerian Keuangan. RO Prioritas Unggulan terdiri
dari Bimbingan Teknis dengan target dan capaian keluaran berupa jumlah partisipan atau
pemda, Kajian analisis dengan target dan capaian keluaran berupa rekomendasi, Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) dengan target dan capaian keluaran berupa RPP atau
rekomendasi, dan yang terakhir adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan target dan
capaian keluaran berupa Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kajian Analisis Mandatory
Spending menghasilkan Kajian Analisis Kebutuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.
Kajian Formulasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU) telah disusun
Kajian terkait Indeks Maturity Pengelolaan Keuangan Daerah. RPP DBH Perkebunan Sawit
telah menetapkan PP Nomor 38 Tahun 2023 Tentang DBH Perkebunan Sawit, RPP KU PDRD
telah menghasilkan PP 35 Tahun 2023 Tentang KU PDRD, RPP Transfer ke Daerah telah
berhasil menetapkan PP 37 Tahun 2023 Tentang Transfer ke Daerah, RPP Sinergi Kebijakan
Fiskal Pusat dan Daerah menunggu proses penetapan Presiden, dan RPP Tukinda diajukan
untuk masuk substansinya ke dalam RPP Manajemen ASN (MASN). Adapun rinciannya
disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 8 Output Prioritas Unggulan (PU)

Kode Realisasi Progress
Rincian Uraian Rincian Alokasi Anggaran Realisasi Belanja % Target Volume [eET-ETET
Output Outpu? Output (Rp) (Rp) Penyerapan Keluaran Keluaran Rincian
Strategis Output
Prlorltas F203.FAC.302|Bimbingan 217.840.000 217.545.500 99,86 (450 orang 470 orang
Teknis
Unggu/an (PU) Persiapan

Implementasi
Perda sesuai
UU HKPD (PU)

2 PB203.FAC.301]Bimtek 274.271.000 262.925.600 95,86 |2 daerah 17 daerah 100%
Penerbitan
Obligasi Daerah
dan Sukuk
Daerah (PU)

3 PB779.FAC.301]Bimtek 307.438.000 307.266.899 99,94 (300 orang 632 orang 100%
Penguatan
Pengelolaan
DAK Fisik Bidang
Pendidikan (PU)

4 K780.ABA.301Kajian Analisis 137.212.000 134.720.452 98,18 |1 1 100%
Mandatory rekomendas |rekomendas
Spending (PU) i i

5 PB204.ABA.302Kajian 160.473.000 160.419.643 99,97 |1 1 100%
Formulasi rekomendas |rekomendas
Tingkat i i

Kematangan
Pengelolaan
Keuangan

Daerah (PU)

6 B772.AAC.304RPP DBH 459.741.000 455.136.359 99,00 |1PP 1PP 100%
Perkebunan
Sawit (PU)

7 B772.AAC.301RPP KU PDRD 908.381.000 873.568.100 96,17 |1 PP 1PP 100%
(PU)

8 WB772.AAC.304RPP Sinergi 502.171.000 497.359.158 99,04 |1 RPP 1RPP 100%

Kebijakan Fiskal
Pusatdan
Daerah (PU)

9 WB772.AAC.303RPP Transfer ke 451.314.000 451.100.177 99,95 |1 PP 1PP 100%
Daerah (PU)

10 B772.AAC.309 RPP Tukinda 299.846.000 296.536.985 98,90 |1 1 100%
(PU) rekomendas |[rekomendas
i i
11 B732.FAB.301]Sistem 4.290.826.000 4.098.027.432 95,51 |1Sistem 1 Sistem 100%
Informasi Informasi Informasi

Keuangan
Daerah (PU)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, DJPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain disajikan pada tabel
berikut.
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Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2023

2023
Anggaran Awal Anggaran'stetelah Realisasi
Revisi

Pendapatan dan Hibah
Penerimaan Negara Bukan Pajak 271.307.012

Jumlah Pendapatan dan Hibah 0 (0 271.307.012
Belanja Negara
Rupiah Murni 69.380.906.000 69.026.208.000 67.646.905.815
Belanja Pegawai 4.659.057.000 4.127.431.000 3.854.232.000 93,38
Belanja Barang 40.305.243.000 41.321.399.000 40.221.652.820 97,34
Belanja Modal 24.416.606.000 23.577.378.000 23.571.020.995 99,97

Hibah Luar Negeri 1.968.820.000 5.620.468.000 5.214.392.723 92,78

Belanja Barang 1.968.820.000 5.620.468.000 5214.392.723 | 92,78

Jumlah Belanja Negara 71.349.726.000 74.646.676.000 72.861.298.538 97,61

Pada DIPA awal DJPK terdapat sumber pendanaan dari Rupiah Murni (RM) sebesar
Rp69.380.906.000,00, dan sumber pendanaan dari hibah dengan mekanisme Recipient
Executed Trust Fund (RETF) yaitu eksekusi kegiatan dilaksanakan oleh DJPK dengan
standar biaya pemerintah pusat (SBU/SBM), dan kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan
kebutuhan DJPK. Berdasarkan Grant Agreement No. TFOB5420; Public Financial
Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) Phase Il World Bank sebesar
USS$547.242,00.

Kegiatan Skema Recipient Executed Trust Fund (RETF) yang direncanakan tahun 2023
antara lain:

a. Kajian Pengunaan Pendekatan Asimetrik pada Kinerja Desentralisasi Fiskal;

b. High Level Policy Meeting (Internasional Seminar on Fiscal Decentralization);

c. Coordination and Monitoring of DGFB Reform Initiatives and Improving accountability
of the DGFB Budget Management;

Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct Transfer Mechanism;

Workshop Implementation of Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy;

Capacity Building for Local Tax and Charges Reform Implementation; dan

@ - ooQ

Simplification of Financial Data and Reporting and TKD Chart of Accounts
Harmonization.

Terdapat tambahan kegiatan yang didanai hibah luar negeri RETF PFM-MDTF Il tahun
2023, sehingga dana hibah luar negeri menjadi sebesar Rp5.620.468.380,00 yang telah
ditetapkan dalam revisi DIPA ke-2 guna implementasi kegiatan skema RETF program
hibah dukungan kerjasama DJPK dengan World Bank melalui program Public Financial
Management — Multi Donor Trust Fund Il (PFM MDTF Ill) TA 2023 berdasarkan surat
Direktur Jenderal Anggaran nomor S-334/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Anggaran untuk kegiatan tersebut dirinci sebagai berikut:

Nama Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)
1. | Kajian Pengunaan Pendekatan Asimetrik pada 1.565.585.000
Kinerja Desentralisasi Fiskal
2. | High Level Policy Meeting / Internasional Seminar 403.235.000
on Fiscal Decentralization
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Realisasi PNBP

Rp271.307.012,00

3. | Coordination and Monitoring of DGFB Reform 602.360.000
Initiatives and Improving Accountability of the
DGFB Budget Management

4. | Rapid Assessment of BOK Puskesmas Direct 498.464.000
Transfer Mechanism

5. | Rapid Assessment of DAU Earmarking Policy 433.640.000

6. | Capacity Building for Local Taxand Charges 542.464.380
Reform Implementation

7. | Simplification of Financial Data and Reporting and 1.574.720.000
TKD Chart of Accounts Harmonization

Jumlah 5.620.468.380

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023, pagu yang bersumber dari
rupiah murni telah mengalami realokasi anggaran dengan mekanisme revisi DIPA, sebagai
berikut:

Belanja Pegawai

4.659.057.000

DIPA

4.659.057.000

DIPA

4.659.057.000

DIPA

4.659.057.000

DIPA

4.127.431.000

Belanja Barang

42.274.063.000

42.475.800.000

46.281.448.000

46.781.448.000

46.941.867.000

Belanja Modal

24.416.606.000

24.214.869.000

24.060.869.000

23.560.869.000

23.577.378.000

Total

71.349.726.000

71.349.726.000

75.001.374.000

75.001.374.000

74.646.676.000

Pada revisi DIPA TW I, terdapat penambahan belanja yang bersumber dari Hibah Luar
Negeri sebesar Rp3.651.648.000,00, dari semula sudah dialokasikan sebesar
Rp1.968.820.380,00. Terdapat penurunan pagu dari revisi DIPA TW Ill ke DIPA TW IV
dalam rangka penyelesaian kekurangan belanja pegawai Kementerian Keuangan TA 2023
berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ND-1319/S).1/2023
tanggal 4 Desember 2023 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-162/PK/2023
tanggal 11 Desember 2023 dan disahkan oleh surat Dirjen Anggaran Nomor S-
868/AG/AG.3/2023 tanggal 15 Desember 2023. Adapun perubahan dalam Klasifikasi
Rincian Output (KRO) dilaksanakan melalui revisi POK, sedangkan antar KRO dilaksanakan
melalui revisi DIPA.

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp271.307.012,00. DJPK tidak menetapkan target dalam
APBN TA 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar
Rp187.642.654,00, realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023
mengalami kenaikan sebesar Rp83.664.358,00 atau 44,59 persen. Penerimaan semua
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari Pendapatan dari
Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.378.409,00 Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp35.000.761,00, Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai TAYL sebesar Rp11.247.000,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
sebesar Rp2.680.842,00. Besarnya realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31
Desember 2023 per akun dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 10 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Estimasi Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan 0
dan Mesin 222.378.409
Pendapatan dari Pemindahtanganan 0
BMN Lainnya 35.000.761
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Tahun Anggaran Yang Lalu 0 11.247.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang
Tahun Anggaran Yang Lalu 0 2.680.842
Total 0 271.307.012

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31
Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan dari
Penjualan
Peralatan dan
Mesin
Rp222.378.409,00

Penerimaan
Kembali Belanja
Pegawai TAYL
Rp11.247.000,00

Akun Uraian 2023 2022 L Ll %
(Penurunan)

425119 |Pendapatan Penjualan Hasil .| 16.045.920| (16.045.920)| (100,00)
Produksi Non Litbang Lainnya

425122 |Pendapatan dari Penjualan 222378.409 | 149446792 | 72931617 48,80
Peralatan dan Mesin
Pendapatan dari

425129 |Pemindahtanganan BMN 35.000.761 - 35.000.761
Lainnya
Pendapatan Penyelesaian

425791 |Kerugian Negara Bukan -| 15.750.000 | (15.750.000)| (100,00)
Bendahara
Penerimaan Kembali Belanja

425911 . 11.247.000 290.000 10.957.000( 3.778,28
Pegawai TAYL

425917 |"enerimaan Kembali Belanja 2680842 | 6.109.942 | (3.429.100)  (56,12)
Barang TAYL R B e !

271.307.012

187.642.654

83.664.358

B.1.1 PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berasal dari penjualan/ pelepasan
kendaraan dinas Honda CRV dan Preggio sebesar Rp172.378.410,00 dan pelelangan TIK
berupa PC, Laptop, dan printer sebesar Rp49.999.999,00.

B.1.2 PENDAPATAN DARI PEMINDAHTANGANAN BMN LAINNYA

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berasal dari penjualan bongkaran
dalam rangka renovasi sebesar Rp35.000.761,00.

B.1.3 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL yang berasal dari setoran pengembalian
kelebihan pembayaran uang makan pegawai.

Sampai dengan 31 Desember 2023, DJPK menerima Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
TAYL sebesar Rp11.247.000,00 berasal dari Pengembalian kelebihan Uang Makan, Uang
Lembur dan Makan Lembur, dan Pengembalian Pembayaran Gaji.
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Penerimaan
Kembali Belanja
Barang TAYL
Rp2.680.842,00

Pagu Anggaran TA
2023 sebesar
Rp74.646.676.000,00

B.1.4 PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh
pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada
tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar
Rp2.680.842,00 berasal dari pengembalian biaya sewa mesin fotokopi digital TA 2022
sesuai BAST-0246/PPK/DJPK/2022 yang telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN
nomor 5E1E12G4VFUQMHUK tanggal 10 Januari 2023.

B.2 BELANJA

Pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp74.646.676.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp
19.768.200.000,00 atau 36,02 persen dari pagu anggaran TA 2022 sebesar Rp
54.878.476.000,00 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-40/PK/2023 tanggal 21 Maret

2023, pagu DJPK mengalami refocussing dan realokasi dalam rangka pemenuhan akan

pengadaan seragam Kemenkeu dan kebutuhan pendanaan baru kegiatan DJPK pada

tahun anggaran 2023. Sumber realokasi anggaran revisi DIPA ke-1 TA 2023 antara lain:

a. Sumber Dana Rupiah Murni (RM).

b. Diluar Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional.

c. Diutamakan kegiatan non Prioritas (PN/PU).

d. Belanja Barang Non Operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak

per tanggal 5 Maret 2023.

Kegiatan yang semula di Hotel kemudian dialihkan ke Gedung Kemenkeu.

f. Kegiatan Bimtek dan Perjadin yang dipertimbangkan dapat dilaksanakan secara
hybrid dengan tetap mempertahankan capaian output.

g. Kegiatan lain yang dapat ditunda pelaksanaannya.

@

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan Nomor ND-
10/MK.1/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Pemenuhan Automatic Adjustment (AA)
Belanja Kementerian Keuangan TA 2023, nilai Automatic Adjustment (AA) yang telah
dipenuhi oleh DJPK adalah sebesar Rp995.605.000,00. Menindaklanjuti arahan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan pendanaan kegiatan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan yang sangat mendesak dan strategis, yaitu pasca ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terdapat beberapa peraturan turunan yang
memerlukan sosialisasi secara intensif kepada pemerintah daerah yang akan
dilaksanakan dalam kerangka Kemenkeu Satu. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan akan
dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan unit eselon I lain dan SMV
di lingkungan Kementerian Keuangan, serta akan mengikutsertakan Anggota DPR RI dari
Komisi XI DPR. Berkenaan hal tersebut DJPK mengajukan permohonan pembukaan blokir
Automatic Adjustment (AA) DJPK TA 2023 melalui Nota Dinas Nomor ND-911/PK.1/2023
tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp995.605.000,00.
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Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir
sebesar 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp72.861.298.538,00 atau 97,61 persen dari pagu
Rp72.861.298.538,00 belanja dalam DIPA sebesar Rp74.646.676.000,00 setelah dikurangi pengembalian
belanja sebesar Rp304.873.885,00.

Realisasi Belanja

Tabel 12 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana untuk periode yang berakhir
31 Desember 2023

Anggaran

Belanja Pengembalian Belanja Netto
2 3 4 5=3-4

69.026.208.000 67.902.520.849 255.615.034 67.646.905.815

Belanja Pegawai 4.127.431.000 3.857.196.000 2.964.000 3.854.232.000 93,38
Belanja Barang 41.321.399.000 40.474.303.854 252.651.034 40.221.652.820 97,34
Belanja Modal 23.577.378.000 23.571.020.995 23.571.020.995 99,97

Hibah Luar Negeri 5.620.468.000 5.263.651.574 49.258.851 5.214.392.723 9,78

Belanja Barang 5.620.468,000 5.263.651.574 19.258.851 5.214.392.723

74.646.676.000 73.166.172.423 304.873.885 72.861.298.538 97,61

Jumlah Belanja Negara

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan
sebesar Rp19.240.299.490,00 atau 35,88 persen dari realisasi belanja per 31 Desember
2022 sebesar Rp53.620.999.048,00. Namun, secara persentase realisasi belanja terhadap
pagu belanja mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 97,71 persen di
TA 2022 menjadi 97,61 persen di TA 2023.

Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi
belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan antara realisasi
belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian — —
Realisasi Realisasi
Belanja Pegaw ai 4.127.431.000 3.854.232.000 93,38 13.931.013.000 13.671.787.310 | 98,14
Belanja Barang 46.941.867.000 45.436.045.543 96,79 37.583.647.000 36.648.320.288 | 97,51
Belanja Modal 23.577.378.000 23.571.020.995 99,97 3.363.816.000 3.300.891.450 | 98,13

74.646.676.000

72.861.298.538 54.878.476.000 53.620.999.048

Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2019 - 2023 dapat
dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2019 - 2023

2019 105.654.656.000 97.326.327.096 92,12
2020 81.342.606.000 71.613.100.067 88,04
2021 72.559.025.000 70.138.317.083 96,66
2022 54.878.476.000 53.620.999.048 97,71
2023 74.646.676.000 72.861.298.538 97,61

37




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 -

2023
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Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 4.127.431.000 3.854.232.000 93,38%
Belanja Barang 46.941.867.000 | 45.436.045.543 96,79%
Belanja Modal 23.577.378.000 | 23.571.020.995 99,97%

Total 74.646.676.000 72.861.298.538 97,61%

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2023 sebagaimana tampak pada

tabel dan grafik berikut.

Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember

2023
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Belanja berdasarkan Program, Kegiatan, dan sumber dana

meliputi 1 Fungsi, yaitu Fungsi Pelayanan Umum, 1 Sub Fungsi, yaitu Sub Fungsi Lembaga

Program Belanja

terdiri dari Program
/ terbagi menjadi 3 progra

Rp14.773.680.000,00 den

Pengelolaan Belanja
Negara, Program
Kebijakan Fiskal, dan
Program Dukungan

Manajemen

Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri, yang kemudian

m yaitu Program Pengelolaan Belanja Negara (CB) sebesar
gan realisasi sebesar Rp14.249.232.491,00, Program Kebijakan

Fiskal (CE) sebesar Rp3.247.868.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.137.711.930,00,
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Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp56.625.128.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp55.474.354.117,00.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan, dan Sumber Dana untuk periode yang

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.854.232.000,00

berakhir 31 Desember 2023

Kode Uraian Anggaran lisasi %
01 Fungsi Pelayanan Umum 74.646.676.000 72.861.298.538 97,61
01.01 Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan
Fiskal, serta
Urusan Luar Negeri
CB Program Pengelolaan Belanja Negara
Rupiah Murni
4779 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 4.611.748.000 4.458.827.498 96,68
4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 872.419.000 834.718.398 95,68
4781 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD 1.328.981.000 1.322.054.682 99,48
4782 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat 391.349.000 380.538.323 97,24
dan TKDD
6203 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 3.272.955.000 3.155.301.910 96,41
6204 Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANggaran Pusat dan TKDD 931.807.000 889.633.781 95,47
6205 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat £63.497.000 439.693.854 94,86
dan TKDD
Jumlah Belanja Program CB Rupiah Murni 11.872.756.000 11.480.768.446 96,70
Hibah LN
4780 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD 2.900.924.000 2.768.464.045 95,43
Jumlah Belanja Program CB Hibah LN 2.900.924.000 2.768.464.045 95,43
Jumlah Belanja Program CB 14.773.680.000 14.249.232.491 96,45
CE Program Kebijakan Fiskal
Rupiah Murni
4772 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 2.705.404.000 2.627.767.135 97,13
Jumlah Belanja Program CE Rupiah Murni 2.705.404.000 2.627.767.135 97,13
Hibah LN
4772 Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 542.464.000 509.944.795 94,01
Jumlah Belanja Program CE Hibah LN 542.464.000 509.944.795 94,01
Jumlah Belanja Program CE 3.247.868.000 3.137.711.930 96,61
WA Program Dukungan Manajemen
Rupiah Murni
4728 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 41.671.776.000 41.216.828.852 98,91
4729 Pengelolaan komunikasi daninformasi publik 779.343.000 773.576.481 99,26
4730 Pengelolaan Organisasi dan SDM 6.171.021.000 5.828.217.481 94,44
4731 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Interna 141.818.000 137.911.560 97,25
4732 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 5.474.927.000 5.388.369.966 98,42
6609 Legislasi dan Litigasi 209.163.000 193.465.894 92,50
Jumlah Belanja Program WA Rupiah Murni 54.448.048.000 53.538.370.234 98,33
Hibah LN
4728 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 602.360.000 523.473.966 86,90
4732 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 1.574.720.000 1.412.509.917 89,70
Jumlah Belanja Program WA Hibah LN 2.177.080.000 1.935.983.883 88,93
Jumlah Belanja Program WA 56.625.128.000 55.474.354.117 97,97
Jumlah Belanja Program Rupiah Murni 69.026.208.000 67.646.905.815 98,00
Jumlah Belanja Program Hibah LN 5.620.468.000 5.214.392.723 92,78
Jumlah Belanja 74.646.676.000 72.861.298.538 97,61

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pagu
belanja pegawai pada DIPA sebesar Rp4.127.431.000,00. Implementasi pemusatan
pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dimulai pada Bulan Mei
TA 2022 seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
107/KMK.01/2022 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 249/KMK.01/2022. Adapun komponen gaji yang dipusatkan
ke Sekretariat Jenderal meliputi Gaji Induk, Gaji Ketiga Belas, Kekurangan Gaji, Gaji
Susulan, Tunjangan Hari Raya, Gaji Terusan, dan Uang Muka/Persekot Gaji.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 meliputi: Belanja Uang Makan PNS dan Belanja
Lembur. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023
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sebesar Rp3.854.232.000,00 atau 93,38 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA
2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, realisasi Belanja Pegawai untuk
periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar
Rp9.817.555.310,00 atau 71,81 persen. Diantara realisasi Belanja Pegawai tersebut,
terdapat kenaikan realisasi Belanja Lembur sebesar 17,37 persen. Pelaksanaan lembur
dan pengajuan uang lembur sudah terintegrasi bertahap dengan berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang
Penggunaan Modul Pengelolaan Lembur pada e-Kemenkeu dan pelaksanaan Surat
Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2023 tanggal 7 Maret
2023. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2023
sebanyak 530 orang. Rincian Belanja Pegawai TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17 Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Realisasi

3.643.055.000] 95,60
211.177.000 | 66,65
3.854.232.000 93,38

Uraian
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Uang Lembur

3.810.583.000
316.848.000

4.127.431.000

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember
2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian 2023 2022 Kenaikan / (Penurunan) %
Belanja Gaji Pokok PNS 7.285.701.860 -7.285.701.860( (100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS 104.709 -104.709] (100,00)
Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 499.128.250 -499.128.250](100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS 154.596.766 -154.596.766 (100,00)
Belanja Tunj. Struktural PNS 421.980.000 -421.980.000( (100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS 282.760.000 -282.760.000] (100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS 10.673.646 -10.673.646((100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS 407.217.660 -407.217.660( (100,00)
Belanja Uang Makan PNS 3.646.019.000 4.209.488.000 -563.469.000| (13,39)
Belanja Tunjangan Umum PNS 238.610.000 -238.610.000( (100,00)
Belanja Uang Lembur 211.177.000 179.922.710 31.254.290 17,37

Jumlah Belanja Bruto 3.857.196.000 13.690.183.601 -9.832.987.601 (71,83)

Pengembalian Belanja 2.964.000 18.396.291 -15.432.291| (83,89)

Jumlah Belanja Netto 3.854.232.000 13.671.787.310 -9.817.555.310 (71,81)

Komposisi Belanja Pegawai TA 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut.
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Grafik 3 Komposisi Belanja Pegawai TA 2023
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Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada

tabel dan grafik berikut.

Tabel 19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023

Tahun Pagu Realisasi %
2019 37.785.676.000 36.964.703.750 97,83
2020 37.782.154.000 36.392.819.023 96,32
2021 37.495.827.000 36.981.249.712 98,63
2022 13.931.013.000 13.671.787.310 98,14
2023 4.127.431.000 3.854.232.000 93,38
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 - 2023
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Realisasi Belanja
Barang
Rp45.436.045.543,00

B.2.2 BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak
dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp45.436.045.543,00 yang berarti 96,79 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPATA
2023 sebesar Rp46.941.867.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi
Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.787.725.255,00 atau 23,98
persen. Kenaikan signifikan belanja barang terjadi pada komponen belanja pemeliharaan
dan belanja perjalanan dalam negeri.

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut.

Tabel 20 Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Pagu Realisasi %
Belanja Barang Operasional 7.755.730.000 7.618.432.558 | 98,23
Belanja Barang Non Operasional 3.962.814.000 3.748.912.744 | 94,60
Belanja Barang Persediaan 950.000.000 949.393.357 | 99,94
BelanjaJasa 6.462.231.000 6.213.780.961 | 96,16
Belanja Pemeliharaan 7.094.917.000 6.940.692.120 | 97,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 19.147.420.000 18.422.412.009 | 96,21
Belanja Perjalanan Luar Negeri 1.568.755.000 1.542.421.794 | 98,32

Total 46.941.867.000 45.436.045.543 96,79

Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian 203 2022 Kenaikan / %
(Penurunan)

Belanja Barang Operasional 7.618.432.558 7.435.734.140 182.698.418 2,46
Belanja Barang Non Operasional 3.750.544.744 3.004.590.154 745.954.590 24,83
Belanja Barang Persediaan 949.393.357 788.949.274 160.444,083 20,34
Belanja Jasa 6.213.780.961 5.422.992.381 790.788.580 14,58
Belanja Pemeliharaan 6.940.692.120 5.655.733.158 1.284.958.962 22,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 18.697.487.682 14.505.910.279 4.191.577.403 28,90
Belanja Perjalanan Luar Negeri 1.567.624.006 1.567.624.006

Jumlah Belanja Bruto 45.737.955.428 36.813.909.386 8.924.046.042 24,24

Pengembalian Belanja 301.909.885 165.589.098 136.320.787 82,32

45.436.045.543 36.648.320.288 8.787.725.255 23,98

Jumlah Belanja Netto

Komposisi Belanja Barang TA 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

42




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

Grafik 5 Komposisi Belanja Barang
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Perbandingan persentase realisasi belanja barang TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023

Tahun Pagu EEUTE %
2019 60.206.309.000 53.728.095.532 | 89,24
2020 29.656.034.000 21.746.628.962 | 73,33
2021 30.554.813.000 28.731.774.765 | 94,03
2022 37.583.647.000 36.648.320.288 | 97,51
2023 46.941.867.000 45.436.045.543 | 96,79

Grafik 6 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019-2023
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B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

Modal

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terkait dengan

Rp23.571.020.995,00 pembentukan aset, baik itu aset tetap, aset lainnya, ataupun terkait kapitalisasi aset

tetap. Terdapat proses pendetilan aset setelah transaksi belanja modal terjadi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp23.571.020.995,00 atau 99,97 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023
sebesar Rp23.577.378.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja
Modal TA 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp20.270.129.545,00 atau 614,08
persen.

Kenaikan signifikan disebabkan karena pagu belanja modal peralatan dan mesin untuk
pengadaan Server dan Storage DJPK. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam rangka
memenuhi kebutuhan peremajaan infrastruktur Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD). Dimana saat ini SIKD dan aplikasi pendukungnya sebagian besar berjalan
diperangkat server yang sudah tidak memiliki dukungan (End of Life/EOL) dan tidak
tersedia lagi suku cadangnya di pasaran (End of Support Life/EOSL). Perangkat Server dan
Storage tersebut telah beroperasional baik di Smart DC Kemenkeu di Jakarta maupun DRC
Kemenkeu di Kota Balikpapan dan digunakan sebagai infrastruktur utama yang
mendukung SIKD.

Selain itu, belanja modal peralatan dan mesin juga untuk pengadaan peralatan yang
menunjang fasilitas perkantoran seperti bak sampah, camera digital, trolley, bracket TV,
mesin pemotong kertas, filling cabinet, splitter, soundcard recording, dispenser,
penghancur kertas, karpet, kursi baca, clip on wireless microphone, meja sisi, televisi, id
card printer, head set, speaker, LCD projector, lemari es, water heater, portable harddisk,
dan alat video conference.

Belanja modal lainnya digunakan untuk pembelian koleksi buku perpustakaan, kegiatan
Renovasi Gedung Radius Prawiro Set Up ABW, predesain renovasi ruang rapat gazebo,
lisensi, dan software komputer.

Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah
sebagai berikut.

Tabel 23 Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Realisasi
Belanja Modal Peralatan &
Mesin 21.541.329.000 | 21.535.344.800 (99,97
Belanja Modal Lainnya 2.036.049.000 2.035.676.195 | 99,98

23.577.378.000 23.571.020.995 99,97

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember
2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
Kenaikan /
(Penurunan)
B. Modal Peralatan dan Mesin 21.535.344.800 1.158.389.226 20.376.955.574 1759,08

Uraian

Belanja Modal Lainnya 2.035.676.195 2.142.502.224 106.826.029 (4,99)
Jumlah Belanja Bruto 23.571.020.995 3.300.891.450 20.270.129.545 614,08

pengembalianBelanp | o o 0 |

Jumlah Belanja Netto 23.571.020.995 3.300.891.450 20.270.129.545 614,08

Komposisi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat
digambarkan dalam grafik berikut.

Grafik 7 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2023
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Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel
dan grafik berikut.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2023

Tahun Pagu Realisasi %
2019 7.662.671.000 6.633.527.814 86,57
2020 13.904.418.000 13.473.652.082 96,90
2021 4.508.385.000 4.425.292.606 98,16
2022 3.363.816.000 3.300.891.450 98,13
2023 23.577.378.000 23.571.020.995 99,97
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Grafik 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 - 2023
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B.2.4 PENGEMBALIAN BELANJA NEGARA

Pengembalian Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah

Belanja  Negaradilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas

Rp304.873.885,00 Umum Negara dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan
apapun. Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai
dan Belanja Barang. Pengembalian Belanja tahun anggaran berjalan dibukukan sesuai
dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
yaitu sebesar Rp304.873.885,00 dan Rp183.985.389,00. Nilai tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp120.888.496,00 atau 65,71 persen. Rincian Perbandingan Realisasi
Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
sebagai berikut.
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Tabel 26 Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan

2022
Akun Uraian Pengembalian 2023 2022 LETEL e/ %
(Penurunan)

5111 [Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.964.000 13.788.581 -10.824.581 -78,50
5122 [Belanja Uang Lembur 0 4.607.710 -4.607.710 -100,00

Pengembalian Belanja Pegawai 2.964.000 18.396.291 -15.432.291
5211 |Belanja Barang Operasional 0 0 0
5212 |Belanja Barang Non Operasional 1.632.000 485.000 1.147.000 236,5
5218 |Belanja Barang Persediaan 0 0 0
5221 [Belanja Jasa 0 164.000 -164.000 -100,00
5231 |Belanja Pemeliharaan 0 0 0
5241 |Belanja Perjalanan Dalam Negeri 275.075.673 164.940.098 110.135.575 66,77
5242 |Belanja Perjalanan Luar Negeri 25.202.212 0 25.202.212
Jumlah pengembalian Belanja Barang 301.909.885 165.589.098 136.320.787 82,32
5321 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
5361 |Belanja Modal Lainnya 0 0 0

Jumlah Pengembalian Belanja Modal

Total 304.873.885 183.985.389 120.888.496 65,71
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Perbandingan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset,
Neraca per 31 Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca per 31 Desember
Pesember 2023 9023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

dan 2022
Tabel 27 Perbandingan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
Perkiraan 2023 2022 Kenaikan/ (Penurunan) %
Aset 26.812.721.118 | 16.052.801.408 10.759.919.710 67,03
Kewajiban 369.826.268 5.830.832 363.995.436 | 6.242,60
Ekuitas 26.442.894.850 | 16.046.970.576 10.395.924.274 64,78
Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut.
C.1 ASET
Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

Rp26.812.721.115,00 sehagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar
Rp26.812.721.118,00 dan Rp16.052.801.408,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp10.759.919.710,00 atau 67,03 persen. Kenaikan nilai aset pembelian peralatan dan
mesin, server, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan transfer masuk.

Tabel 28 Perbandingan Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

2022 Kenaikan/Penurunan %

26.812.721.118 16.052.801.408 10.759.919.710{ 67,03
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Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 29 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

Perkiraan 2023 2022 LGl %
(Penurunan)
Aset Lancar 1.331.829.540|  1.147.136.743 184.692.797| 16,10
Aset Tetap 23.501.914.500| 12.380.832.127| 11.121.082373| 89,82
Aset Lainnya 1.978.977.078|  2.524.832.538|  -545.855.460| (21,62)

Jumlah Aset 26.812.721.118 16.052.801.408  10.759.919.710 67,03

C.1.1 ASET LANCAR

C.1.1.1 Piutang Bukan Pajak

piutang Bukan ~ Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara
Pajak selain Pajak.

Rp65.722.182,00 ] ] ]
Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar

Rp65.722.182,00 dan Rp53.414.748,00 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan
negara bukan pajak yang belum dilunasi/disetor ke kas negara sampai dengan tanggal
neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penggolongan Nilai
K|a:SIfikaSI Debitor Saldo Awal  Perubahan (+/-) SHCOAKAIESE Kurang Agunan
Piutang Desember 2023 Diragukan Macet Barang
Lancar .
Sitaan
PT Aek
Sibundong 39.785.106 - 39.785.106 - - - 39.785.106
Nauli
Sdr.
Sanjaya 10.948.800 - 10.948.800 - - - 10.948.800
Wiratama
PT
Setiawan 2.680.842 (2.680.842)
Kumalagiri
C\:('a(:‘tb' 14988276| 14988276 14.988.276

Jumlah Piutang 53.414.748 65.722.182 14.988.276 - - 50.733.906

Penyisihan Piutang Tak Tertagih 50.808.847

Terdapat pengurangan saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp2.680.842,00 berasal dari
nilai SPNP yaitu selisih nilai BAST Final dengan BAST Bank Garansi atas nomor kontrak SP-
0094/PPK/DJPK/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan addendum nomor SP-
0028/PPK/DJPK/2022 tanggal 27 April 2022 tentang jasa sewa mesin fotocopy digital
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Ditjen Perimbangan Keuangan TA 2022 yang telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN
nomor 5E1E12G4VFUQMHUK tanggal 10 Januari 2023.

Disamping itu Piutang Lainnya sebesar Rp14.988.276,00 merupakan Piutang Lainnya
berasal dari pengembalian belanja modal atas kekurangan volume pekerjaan renovasi set
up ruang ABW untuk Lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro. Telah ditagihkan
kepada penyedia jasa melalui surat S-2/PK.143/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan telah
dibayar ke Kas Negara dengan kode billing Nomor 820240503363587 dan NTPN
5C64761QV3U70MO03 pada tanggal 3 Mei 2024.

C.1.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Bukan Pajak

penyisihan Piutang  Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

Tidak Tertagih masing-masing sebesar Rp50.808.847,00 dan Rp50.747.310,00 yang merupakan

Rp50.808.847,00  estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas
masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp50.808.847,00,
terdiri dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang yang telah diserahkan ke PUPN
dan berstatus piutang macet dan Piutang atas Pengembalian Belanja Modal atas
kekurangan volume pekerjaan renovasi ruang Set Up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung
Radius Prawiro yang dikategorikan lancar karena sudah dibayar pada tanggal 3 Mei 2024
sebagaimana Tabel 30.

Mengenai Piutang Tidak Tertagih Kategori Macet, DJPK telah berkoordinasi dengan
KPKNL Jakarta V melalui Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ND-968/SJ).1/2022
tanggal 25 Agustus 2022 hal Konfirmasi Status dan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang
Negara pada unit DJPK yang telah diserahkan Pengurusannya ke PUPN. KPKNL V telah
menerbitkan Surat Paksa kepada PT. Aek Sibundong Nauli dengan Lap.SP-
98/WKN.07/KNL.05.04/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

C.1.1.3. Persediaan

Persediaan Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada
Rp1.316.916.205,00 tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data persediaan per tanggal 31 Desember
2023. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar
Rp1.316.916.205,00 dan Rp1.144.469.305,00. Kenaikan nilai persediaan tersebut
disebabkan oleh adanya penambahan barang persediaan di gudang yang belum
dilakukan permintaan barang.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 per jenis persediaan dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

- Kenaikan/
Uraian
(Penurunan)
117111|Barang Konsumsi 1.268.721.226 1.068.668.797 200.052.429| 18,72
117113|Bahan untuk Pemeliharaan 48.194.979 75.800.508 -27.605.529| (36,42)

1.316.916.205 1.144.469.305 172.446.900 15,07
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Tabel 32 Tabel Mutasi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi Tambah 1.042.096.322
Pembelian 1.040.643.682
Hasil Opname Fisik 1.452.640
Mutasi Kurang 869.649.422
Habis Pakai 869.649.422

Saldo per 31 Desember 2023 1.316.916.205

Pada Semester | Tahun 2023 telah dilakukan penghapusan persediaan usang sehingga saldo
Persediaan Usang/Rusak per 31 Desember 2023 adalah 0 (nihil).

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan

Rp23.501.914.500,00 untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/ dalam kegiatan operasional entitas atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan
2022 masing—masing sebesar Rp23.501.914.500,00 dan Rp12.380.832.127,00. Rincian
aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 33 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan/

No. Uraian 2023 2022 %
(GELUTOGET))

1 |Peralatan dan Mesin 122.508.086.200 103.764.804.143 18.743.282.057 18,06
2 |Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 1.427.595.200 0 0,00
3 |Aset Tetap Lainnya 669.888.518 651.888.518 18.000.000 2,76
4 |Konstruksi Dalam

Pengerjaan 64.705.508 0 64.705.508
5 |Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin -100.969.935.871 -93.304.051.953 -7.665.883.918 8,22
6 [Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan -198.425.055 -159.403.781 -39.021.274 24,48

Jumlah 23.501.914.500 12.380.832.127 11.121.082.373

Posisi aset tetap pada neraca antara Modul GLP dan Modul Aset Tetap pada SAKTI dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 Daftar Perbandingan Aset Tetap di Modul GLP dan Modul Aset per 31 Desember 2023

No. Uraian Modul GLP Modul Aset LQELE %
(Penurunan)

1 |Peralatan dan Mesin 122.508.086.200 122.508.086.200 0 0,00
2 |Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 1.427.595.200 0 0,00
3 |Aset Tetap Lainnya 669.888.518 669.888.518 0 0,00
4 |Konstruksi Dalam Pengerjaan 64.705.508 64.705.508 0 0,00
5 |Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin -100.969.935.871 -100.969.935.871 0 0,00
6 [Akumulasi Penyusutan Gedung

dan Bangunan -198.425.055 -198.425.055 0 0,00

Jumlah 23.501.914.500 23.501.914.500
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C.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar
Mesin Rp122.508.086.200,00 dan Rp103.764.804.143,00. Dengan demikian terjadi kenaikan
Rp122.508.086.200,00 sebesar Rp18.743.282.057,00 atau 18,06 persen.

Tabel 35 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaik
Uraian 2023 2022 SELEY] %
(Penurunan)

Peralatan dan Mesin 122.508.086.200|  103.764.804.143| 18.743.282.057 | 18,06

Jumlah 122.508.086.200  103.764.804.143  18.743.282.057 18,06

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.205.244.800 terdiri dari:

e pembelian Server, Storage Modul Disk, dan peralatan untuk operasional kantor.

e transfer masuk Lap Top dan P.C Unit Sekretariat Jenderal hasil dari pengadaan
Barang Milik Negara terkonsolidasi.

Mutasi kurang sebesar Rp3.461.962.743,00 berupa penghentian penggunaan terhadap

kendaraan dinas dan Peralatan Komputer yang dilakukan penghapusan dengan cara

penjualan/ lelang, transfer keluar terhadap kendaraan dinas yang dilakukan pengalihan

penggunaan, dan hibah berupa kendaraan dinas dan P.C Unit.

Tabel 36 Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2023 103.764.804.143

Mutasi Tambah 22.205.244.800
Pembelian 21.535.344.800
Transfer Masuk 669.900.000

Mutasi Kurang 3.461.962.743

Saldo 31 Desember 2023 122.508.086.200

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 100.969.935.871

Nilai Buku per 31 Desember 2023 21.538.150.329

C.1.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-

Bangunan masing sebesar Rp1.427.595.200,00 dan Rp1.427.595.200,00 yang merupakan aset tetap

fip1.427.595.200,00 herypa 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan | Tipe A Permanen. Rumah Negara atau
rumah dinas tersebut berlokasi di Jalan Cipete V No. 8a, RT.1/RW.4, Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410.

C.1.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar

Lainnya Rp669.888.518,00 dan Rp651.888.518,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar

Rp669.855.515,00  Rp18.000.000,00 atau 2,76 persen. Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan
Tercetak serta Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

C.1.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
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Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) DJPK per 31 Desember 2023 sebesar
Rp64.705.508,00 seluruhnya merupakan aset tetap lainnya dalam pengerjaan, yaitu
berupa pradesain ruang rapat. Mutasi tambah KDP terdiri dari Perolehan KDP sebesar
Rp64.705.508,00.

C.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

Aset Tetap

masing-masing Rp(101.168.360.926,00) dan Rp(93.463.455.734,00). Akumulasi

Rp(101.168.360.926,00) Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan

Aset Lainnya

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap Nilai Perolehan  Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
1 |Peralatan dan Mesin 122.508.086.200 100.969.935.871 21.538.150.329
2 |Gedung dan Bangunan 1.427.595.200 198.425.055 1.229.170.145
3 |Aset Tetap Lainnya 669.888.518 - 669.888.518
4 |Konstruksi Dalam Pengerjaan 64.705.508 - 64.705.508

Jumlah 124.670.275.426 101.168.360.926 23.501.914.500

C.1.3 ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing—masing sebesar

Rp1.978.977.078,00 Ry1.978.977.078,00 dan Rp2.524.832.538,00. Dengan demikian terjadi penurunan

sebesar Rp545.855.460,00 atau 21,62 persen karena meningkatnya akumulasi
penyusutan pada aset tidak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintahan.

Tabel 38 Perbandingan Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaik
Uraian 2023 2022 LB %
Penurunan

1.978.977.078 2.524.832.538 (545.855.460)|  (21,62)

Jumlah 1.978.977.078 2.524.832.538 -545.855.460 -21,62

C.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing—masing sebesar Rp
Rp10.672.409.204,00 Rp10.672.409.204,00 dan Rp9.891.147.694,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak
mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada DJPK berupa software dan lisensi
yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.
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Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp372.809.751,00

Tabel 39 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan/
(Penurunan)

9.800.803.988
871.605.216
10.672.409.204

9.060.922.478
830.225.216
9.891.147.694

739.881.510
41.380.000
781.261.510

C.1.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing—masing
sebesar Rp372.809.751,00 dan Rp0. Pencatatan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
ditujukan atas pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya yang
pembayarannya menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun
Anggaran (RPATA). Mekanisme RPATA terdiri dari pengisian dana RPATA, pembayaran
kepada pihak ketiga, dan penihilan RPATA.

Tabel 40 Pelaksanaan RPATA

No

Jenis Dok.
Transaksi Sumber

Uraian Kegiatan Nilai

Pengisian SPP Rp54.390.000,00 -

RPATA 1470

Pengisian RPATA atas
Kontrak  Nomor  SP-
137/PPK/DJPK/2022
untuk Paket Pekerjaan
Pengadaan Jasa Lainnya
Sewa Mesin Fotokopi
DJPK TA 2023, BAPP-
0203/PPK/DJPK/2023
tgl 04-12-2023

Pengisian SPP
RPATA 1490

Pengisian RPATA atas
Kontrak Nomor SP-

Rp185.022.726,00
angka

Keterangan

Merupakan

0001/PPK/DJPK/2023
untuk Jasa
Pemeliharaan Peralatan
Mekanikal, Elektrikal
dan Plumbing TA 2023
Gedung Kantor DJPK,
BAPP: BAPP-
0201/PPK/DJPK/2023
Tgl 1 Desember 2023

estimasi
karena
kontrak
harga
satuan

Pengisian
RPATA

SPP
1481

Pengisian RPATA atas
Kontrak Nomor SPK-
0116/PPK/DJPK/2023

untuk Jasa
Pemeliharaan Ruang
Rapat Kalimantan
Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan

Rp133.397.025,00

53




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

Gedung Radius Prawiro
Lantai 9 TA 2023

Pembayaran
kepada
Pihak Ketiga

SPP
00001T

Pembayaran Jasa
Pemeliharaan Ruang
Rapat Kalimantan
Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Lantai 9 TA 2023 sesuai
BAST/BAPP Nomor
BAST-
0236/PPK/DJPK/2023
Tanggal 27-12-2023

Rp133.397.025,00

Dilakukan
pada tahun
2024

Pembayaran
kepada
Pihak Ketiga

SPP
00002T

Pembayaran Belanja
Barang Termin XII Paket
Pekerjaan  Pengadaan
Jasa  Lainnya  Sewa
Mesin Fotokopi Digital
DJPK TA 2023sesuai
Kontrak SP-
137/PPK/DJPK/2022 tgl
27-12-2022, BAST/BAPP
Nomor BAST-
0238/PPK/DJPK/2023
tgl 31-12-2023

Rp54.390.000,00

Dilakukan
pada tahun
2024

Pembayaran
kepada
Pihak Ketiga

SPP
00003T

Pembayaran Jasa
Pemeliharaan Peralatan
Mekanikal, Elektrikal dan
Plumbing TA 2023
Gedung Kantor DJPK
sesuai BAST/BAPP Nomor
BAST-
0239/PPK/DJPK/2023
Tanggal 31-12-2023

Rp179.907.342,00

Dilakukan
pada tahun
2024

Penihilan
RPATA

SPP
00004T

Penihilan RPATA atas
Kontrak  Nomor  SP-
0001/PPK/DJPK/2023
untuk Jasa Pemeliharaan
Peralatan Mekanikal,
Elektrikal dan Plumbing
TA 2023 Gedung Kantor
DJPK Tanggal 5 Januari
2024  dengan  SP2D
Nomor
240190301000044
tanggal 9 Januari 2024

Rp5.115.384,00

Dilakukan
pada tahun
2024
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Aset Lain-lain
Rp948.603.155,00

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp10.014.845.032,00

C.1.3.2. Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing—masing sebesar
Rp948.603.155,00 dan Rp448.631.261,00. Aset Lain-lain tersebut merupakan barang
milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan
dalam operasional DJPK serta dalam proses penghapusan dari BMN. Pada tahun 2023
DJPK telah melaksanakan lelang BMN untuk laptop, printer, dan kendaraan dinas
sebagai tindak lanjut dari aset yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi
digunakan dalam operasional DJPK. Sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat
barang yang masih dalam proses penghapusan karena terdapat penambahan barang
yang diusulkan untuk dihapuskan pada akhir tahun 2023.

Tabel 41 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan/
(Penurunan)

Uraian 2023 2022

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 948.603.155| 448.631.261|  499.971.894| 111,44
Operasi Pemerintahan

Total 948.603.155 448.631.261 499.971.894 111,44

Mutasi Aset Lain-Lain selama tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 42 Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Saldo Awal 1 Januari 2023 448.631.261
Mutasi Masuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Dalam Operasi Pemerintahan 1.594.071.243
Mutasi Keluar Aset Tetap yang Tidak Digunakan
Dalam Operasi Pemerintahan 1.094.099.349

Saldo 31 Desember 2023 948.603.155

C.1.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan
2022 masing - masing sebesar Rp10.014.845.032,00 dan Rp7.814.946.417,00 terjadi
kenaikan  sebesar = Rp2.199.898.615,00 atau 28,15 persen.  Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan
berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut.
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Tabel 43 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Aset Tetap Nilai Perolehan . Nilai Buku
Penyusutan/Amortisasi

Aset Tetap yang Tidak Digunakan

1 . . 948.603.155 874.603.155 74.000.000
dalam Operasi Pemerintahan

2 |Software 9.800.803.988 8.826.821.786 973.982.202
3 |[Lisensi 871.605.216 313.420.091 558.185.125
Jumlah 11.621.012.359 10.014.845.032 1.606.167.327

C.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing

Pihak Ketiga sebesar Rp369.826.268,00 dan Rp5.830.832,00.
Rp369.826.268,00

Tabel 44 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

2023 2022 Kenaikan/ (Penurunan)
369.826.268 5.830.832 363.995.436

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 merupakan Utang sebesar
Rp369.826.268,00. Utang Kepada Pihak Ketiga berasal dari reklasifikasi atas Utang Yang
Belum Diterima Tagihannya yang terbentuk dari perekaman BAST RPATA dan Beban
Langganan telepon Bulan Desember 2023 yang telah dibayar pada Bulan Januari 2024
sebesar Rp2.131.901,00, dimana penyelesaian pembayaran melalui RPATA dilakukan
pada tahun berikutnya. BAST menggunakan mekanisme RPATA sebagai berikut:

1. BAST-0236/PPK/DJPK/2023 tanggal 27-12-2023 atas Jasa Pemeliharaan Ruang Rapat
Kalimantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Lantai 9 TA
2023 sebesar Rp133.397.025,00.

2. BAST-0238/PPK/DJPK/2023 tanggal 31-12-2023 atas Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa
Lainnya Sewa Mesin Fotokopi Digital DJPK TA 2023 sesuai Kontrak SP-
137/PPK/DJPK/2022 tgl 27-12-2022 Termin Xll sebesar Rp54.390.000,00.

3. BAST-0239/PPK/DJPK/2023 tanggal 31-12-2023 atas Jasa Pemeliharaan Peralatan
Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor DJPK sebesar
Rp179.907.342,00.

3 EKUITAS

Ekuitas Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.442.894.850,00 bila dibandingkan

Rp26.442.894.850,00 dengan jumlah per 31 Desember 2022 yaitu Rp16.046.970.576,00, mengalami kenaikan
sebesar Rp10.395.924.274,00 atau 64,78 persen. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas
disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK

pendapatan PNBP  Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Rp0,00

ini:

adalah sebesar Rp0,00 dan Rp16.045.920,00. Rincian PNBP disajikan pada tabel dibawah

Tabel 45 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

Uraian

2022

2023

2022

Kenaikan /
(Penurunan)

Pendapatan Negara Bukan Pajak
16.045.920 -16.045.920( (100,00)
Lainnya

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai
Rp3.853.583.000,00

Jumlah

16.045.920

-16.045.920

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp3.853.583.000,00 dan Rp13.445.841.459,00. Nilai
tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.592.258.459,00 atau 71,34 persen. Rincian

Beban Pegawai disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 46 Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban

Kenaikan /

(Penurunan)

Jumlah

3.853.583.000

13.445.841.459

-9.592.258.459

Beban Gaji Pokok PNS 7.266.990.520| -7.266.990.520 (100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS 103.047 -103.047| (100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 498.361.980 -498.361.980| (100,00)
Beban Tunj. Anak PNS 154.596.766 -154.596.766| (100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS 421.440.000 -421.440.000| (100,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS 281.690.000 -281.690.000| (100,00)
Beban Tunj. PPh PNS 10.673.646 -10.673.646 (100,00)
Beban Tunj. Beras PNS 407.072.820 -407.072.820( (100,00)
Beban Uang Makan PNS 3.642.406.000| 3.993.079.000 -350.673.000 (8,78)
Beban Tunj. Umum PNS 236.518.680 -236.518.680| (100,00)
Beban Uang Lembur 211.177.000 175.315.000 35.862.000 20,46
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D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp743.613.328,00

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang
habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak
dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp743.613.328,00 dan Rp690.101.447,00. Nilai tersebut
mengalami kenaikan sebesar Rp53.511.881,00 atau 7,75 persen. Kenaikan disebabkan
oleh meningkatnya permintaan barang persediaan oleh pegawai dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Tabel 47 Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Kenaikan /
(Penurunan)

Uraian Jenis Beban 2023 2022 %

Beban Persediaan 743.613.328| 690.101.447| 53511881 7,75 |

Jumlah 743.613.328 690.101.447 53.511.881 7,75

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan  Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan
Jasa kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31
Rp22.961.090.748,00  Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.961.090.748,00 dan

Rp19.052.980.883,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.908.109.865,00

atau 20,51 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 48 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban

Kenaikan /

(Penurunan)

Beban Keperluan Perkantoran 6.018.030.158 5.337.372.088 680.658.070 12,75
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos

Pusat 220.896.500 229.405.375 -8.508.875 (3,71)
Beban Honor Operasional Satker 574.548.000 546.730.000 27.818.000 5,09
Beban Barang Operasional Lainnya 796.799.400 129.975.450,00 666.823.950 513,04
Beban Barang Operasional - Penanganan

Pandemi Covid-19 8.158.500 1.192.251.227 -1.184.092.727 (99,32)
Beban Bahan 3.115.027.994 2.027.933.572 1.087.094.422 53,61
Beban Honor Output Kegiatan 309.000.000 664.730.000 -355.730.000 (53,51)
Beban Barang Non Operasional Lainnya 324.884.750 311.441.582 13.443.168 4,32
Beban Langganan Listrik 5.665.982 -5.665.982 (100,00)
Beban Langganan Telepon 195.930.336 184.979.497 10.950.839 5,92
Beban Daya dan Jasa Lainnya 1.751.590 16.604.260,00 -14.852.670 (89,45)
Beban Jasa Konsultan 5.521.876.666 3.307.984.297 2.213.892.369 66,93
Beban Sewa 1.232.385.318 1.432.858.626 -200.473.308 (13,99)
Beban Jasa Profesi 1.722.187.500 2.252.610.000 -530.422.500 (23,55)
Beban Jasa Lainnya 2.919.614.036 1.328.832.778 1.590.781.258 119,71
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-

19 - 83.606.149 -83.606.149 (100,00)

22.961.090.748
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D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal (termasuk beban
Rp6.968.909.865,00 persediaan bahan untuk pemeliharaan).
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp6.968.909.865,00 dan Rp5.761.926.005,00. Nilai
tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.983.860,00 atau 20,95 persen. Rincian

beban pemeliharan adalah sebagai berikut.

Pemeliharaan

Tabel 49 Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban 2023 2022 S %
(Penurunan)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 939.105.838 1.449.237.972 -510.132.134| (35,20
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 72.600.659 92.996.880 -20396.221| (21,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.197.182.594 4.052.381.461 1.144.801.133| 28,25
Beban Pemeliharaan Jaringan 20.437.320 0 20.437.320
Beban Pemeliharaan Lainnya 615.000.000 0 615.000.000
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan 124.583.454 167.309.692 -74.433.291|  (44,49)

6.968.909.865

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan
Dinas
Rp19.964.833.803,00

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

5.761.926.005

1.206.983.860

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp19.964.833.803,00 dan Rp14.340.970.181,00.

Nilai

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.623.863.622,00 atau 39,2 persen. Rincian
Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban 2022 Kenaikan / (Penurunan)
Beban Perjalanan Dinas Biasa 9.368.034.298 5.216.057.903 4,151.976.395 79,60
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.400.000 115.078.000 -25.678.000)  (22,31)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota 7.700.237.000 6.514.291.708 1.185.945.292 18,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
Kota 1.264.740.711 2.495.542.570 -1.230.801.859 (49,32)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1.542.421.794 1.542.421.794
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D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

dan Amortisasi suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

Rp12.552.078.331,00 yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.552.078.331,00 dan
RpS.490.703.852,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.061.374.479,00
atau 32,26 persen. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

dan 2022
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 2023 2022 Kenaikan / (Penurunan) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 10.813.130.336 7.509.965.979 3.303.164.357 43,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 39.021.274 39.021.274 - 0,00

Beban Penyusutan Jaringan 14.643.889 (14.643.889)| (100,00)
Jumlah Penyusutan 10.852.151.610 7.563.631.142 3.288.520.468 43,48

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 1.699.926.721 1.927.072.710 -227.145.989 (11,79)

Jumlah Amortisasi 1.699.926.721 1.927.072.710 (227.145.989) (11,79)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 12.552.078.331 9.490.703.852 3.061.374.479 32,26

D.8 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Beban Penyisihan ~ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

Piutang Tidak 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61.537,00 dan Rp(17.146,00). Beban

Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi

Rp61.537,00 ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam
tabel berikut.

Tabel 52 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2023 dan 2022

Kenaikan /

Uraian Jenis Beban 2023 2022
(Penurunan)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 61.537 -17.146 78.683| (458,90

Jumlah 61.537 -17.146 78.683  -458,90

D.9 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
Kegiatan Non yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Rp268.626.170,00
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Tabel 53 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian 2023 2022
Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar 257.379.170| 149.446.792
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang 257.379.170| 149.446.792
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 11.247.000 16.040.000
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya 0| 354.384.743
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non
Operasonal Lainnya 11.247.000( -338.344.743

268.626.170

-188.897.951

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp268.626.170,00 berasal dari
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan
Mesin sebesar Rp222.378.409,00 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
sebesar Rp35.000.761,00 serta Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar
Rp11.247.000,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp16.046.970.576,00

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp16.046.970.576,00 dan Rp21.664.466.143,00. Nilai ekuitas
awal berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2023.

Tabel 54 Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

Kenaikan/(Penurunan)

16.046.970.576

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

21.664.466.143 -5.617.495.567

Defisit LO
Rp(66.775.544.442,00)

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
sebesar Rp(66.775.544.442,00) dan Rp(62.955.358.712,00).

Tabel 55 Perbandingan Surplus/Defisit LO

Kenaikan/(Penurunan)

-66.775.544.442 -62.955.358.712 -3.820.185.730
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Transaksi antar
Entitas
Rp77.156.480.440,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN  KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar RpO dan
RpO.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan
kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan
karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan RpO.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian
ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0O dan RpO.

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023
dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.988.276 dan RpO0. Koreksi ini berasal dari
transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Koreksi ini merupakan koreksi atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang telah diserah
terimakan ke Sekretariat Jenderal, karena terdapat kekurangan volume pekerjaan
renovasi ruang set up ABW lantai 4, 10, dan 11 Gedung Radius Prawiro. Pencatatan
akuntansi akan dilanjutkan dengan penyesuaian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal
dan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait
Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas
hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
adalah masing-masing sebesar Rp77.156.480.440,00 dan Rp57.337.863.145,00.
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Ekuitas Akhir

Tabel 56 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai

Diterima dari Entitas Lain -271.307.012
Ditagihkan ke Entitas Lain 72.861.298.538
Transfer Keluar -1.402.688.002
Transfer Masuk 586.162.500
Pengesahan Hibah Langsung 5.383.014.416

Jumlah 77.156.480.440

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas
atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara
(BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp271.307.012,00 dan
DKEL sebesar Rp72.861.298.538,00.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk (TK/TM) merupakan perpindahan aset/kewajiban dari

satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.
Transfer Masuk DJPK berasal dari pengalihan penggunaan BMN Sekretariat Jenderal hasil
dari pengadaan Barang Milik Negara terkonsolidasi untuk Laptop dan P.C Unit dengan
nilai barang sebesar Rp586,162,500,00. Transfer Keluar DJPK berupa kendaraan dinas
operasional dan Aset Tetap Renovasi dengan nilai barang sebesar Rp1.402.688.002,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Nilai pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.383.014.416,00.
Nilai tersebut berasal dari pengesahan Hibah Langsung berupa Jasa, antara lain:

Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) dari
Pemerintah Australia dengan nomor register 23TSV7CA sesuai BAST nomor BA-
2/PK.1/2023 sebesar Rp2.069.002.731,00, dan

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) dari United States
Agency for International Development (USAID) dengan nomor register 2F5GEXNA
sesuai BAST Nomor: 86/USAID-INA/BAST-Service/DRG/2023 sebesar
Rp3.314.011.685,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
Rp26.442.894.850,00 masing-masing sebesar Rp26.442.894.850,00 dan Rp16.046.970.576,00.

Tabel 57 Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir

Kenaikan/(Penurunan)

26.442.894.850 16.046.970.576 10.395.924.274
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PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Nilai utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp369.826.268,00 sudah
diselesaikan melalui SPM tanggal 4 Januari 2024 dan 5 Januari 2024 serta SP2D tanggal 5
Januari 2024 dan 9 Januari 2024, sebagai berikut:

Potongan

Jenis Tagihan No.SPP | TglSPP | No.SPM | TglSPM No. SP2D TglSP2D | Belanja o . Nilai SP2D
172 - Pembayaran RPATA [00003T 05/01/2024 {00003A 05/01/2024 | 249991302001767] 09/01/2024 | 179.907.342| 21.070.229 158.837.113‘
172 - Pembayaran RPATA [00002T 05/01/2024 [00002A 05/01/2024 | 249991305000357| 09/01/2024 | 54.390.000]  6.370.000 48.020.000‘
172 - Pembayaran RPATA [00001T 04/01/2024 {00001A 04/01/2024 | 249991305000178| 05/01/2024 | 133.397.025]  15.623.075 117.773.950‘

Jumlah sebesar Rp5.115.384,00 merupakan selisih antara dana yang tersedia di
RPATA dengan pembayaran kepada pihak ketiga telah dilakukan penihilan RPATA
dengan SPP 00004T atas Kontrak Nomor SP-0001/PPK/DJPK/2023 untuk Jasa
Pemeliharaan Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing TA 2023 Gedung Kantor
DJPK Tanggal 5 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 240190301000044 tanggal 9
Januari 2024.

Hasil Pemeriksaan BPK atas pekerjaan renovasi ruang set up ABW lantai 4, 10, dan 11
Gedung Radius Prawiro yang mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar
Rp14.988.276,00. Telah ditindaklanjuti dengan penagihan kepada penyedia dengan
surat S-2/PK.143/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan disetor ke kas negara pada tanggal 3
Mei 2024 dengan NTPN : 5C64761QV3U70MO03. Jumlah tersebut telah disetujui
usulan jurnal koreksi nya pada Rekonsiliasi Tripartit dengan BPK pada tanggal 6 Mei
2024 untuk menyesuaikan pos neraca yaitu Piutang Lainnya dan pos Ekuitas yaitu
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Utilisasi Penggunaan Barang Milik Negara pada

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berupa Rumah Dinas Jabatan

Eselon | untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor BA-

30/PR.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, dan Perjanjian Utilisasi Penggunaan nomor
PRJ-25/PR.1/2022 dan PRJ-1/PK.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, maka seluruh
kewajiban dan tanggung jawab yang masih melekat pada BMN berupa Rumah Dinas

Golongan | Tipe A Permanen yang berlokasi di Jalan Sanjaya Buntu No.4 RT.005/RW.004

Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan nilai perolehan
Rp1.771.513.114,00 telah beralih ke DJPK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak
penandatanganan BAST.
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CETAKAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

HF

ESELON | : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06 Toi Dot - 7O 1228 AR
SATUAN KERJA : DIREKTORAT AL AN AN 440341 Tgl Cetax : O7/05/24 5:16 AM
Halaman : 1
lap_Ira_tace_satker_new
2023 2022
URAIAN ANGGARAN REALISASI ;E"-'s"s'“ml W“'G Frred (LY ANGGARAN REALISASI :“w“’;"'_';'gm %
1 2 [ s ] 7 [ o 1D
. Pendapatan Negara Dan Hibah o o 0| a o o
1. Pendapatan Perpajakan o o 0| L] o o
1. Pajak Dalam MNegeri o 0 L a o o
2. Pajak Perdagangan Internasional o ol 0 a o o
Il Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak o 271,307,012 271,307,012 L] 187,642 654 187,642 654
1. Pendapatan Sumber Daya Alam o 0 L a o o
2. darl Negara Dipi o ol of a o o
3. Pendapatan BLU o 0 L a o o
4. Pendapatan Penemmaan Negara Bukan Pajak Lainmya o 271,307,012 271,307,012 o 187642 654 1B7T 642 654
. Pendapatan Hisah o 0 0| L] o o
pumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A + AN + AN o 271,307,012 271,307,012 a 187.642.654 1B7.642 654
L]

. Belanja Negara o ] L

scooocoofd8fceccconecosae

scoocooocbBBBfcocoocoocsconsas

|. Belanja Pemerintah Pusat 74,646, 676.000 72,861.208.538 (1.7B5.377.462)) 54 878.476.000 53,620.099.048 {1.257.476.952)
1. Belanja Pagawai 4,127,431 000 3,854,232, 000 {273,199, 000)) 13.931,013.000 13,671, 787310 {258,225690)
2. Belanga Barang 46,941,867 .000 45,438 ,045,543 (1,505,821,457) 37,583,647 ,000 36,648,320,.288 {935,328,712))
3. Belanga Modal 23,577.378.000 23,571.020,995 (6.357,005) 1 3.363,816.000 3,300,691 450 (62,824 550)
4. Balang Pambayaran Bungs Utang o o o o o
5. Belanja Subsidi o 1] 0 o o +]
6. Belanja Hibah o 0| L] o o ]
7. Belanja Bantuan Sosial o 1] 0 o o +]
8. Belanja Lain-lain o 0| L] o o o
Il Transfer ke Daerah dan Dana Desa o 0 0| L] o o
1. Transfer ke Daerah o o 0 (] o o
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA E E
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED =
(DALAM RUPIAH) ] 3
L
KEMENTERIAN/LEMBAGA. 2 KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON | : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06 TglData  : 070824 12:28 AM
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941 Tgl Cetak : OT/OS24 518 AM
Halaman : 2
lap_Ira_fese_satker_new
2023 2022
URAIAN ANGGARAN REALISASI Lemimn e L | ANGGARAN REALISASI REALIRAS I ATAS | =
(BAWAH) ANGGARAN] [BAWAH) ANGGARAN|
1 2 4 5 & ¥ a 9 10
a. Dana Perimbangan o 0 0 o o o o 0
1. Dana Transfer Umuam o 0 0 o o o o 0
a. Dana Bagi Hasil o 0| 0 o 1] o +] 0
b. Dana Alokasi Umum o 0| 0 o 1] o +] a
2. Dana Transfer Khusus o 0 0 (] '] o o 0
a. Dana Alokasi Khusus Fisi o 0| 0 a o o v] [+]
b Dana Alokasi Khusus Non Flaik 1] 0| 0 o 1] o 1] 0
b. Dana Insentif Daerah o 0 0 (] -] o o 0
c. Dana Keistimewaan DIY o 0 0 o -] o o 0
d. Dana Otonomi Khusus o 0 0 o ] o o 0
2. Dana Desa o 0| 0 a '] o o 0
3. Hibah Kepada Daerah o 0 0 o o o o 0
Humish Balanja Megara (B.1+ B.1I) T4,646,6T6,000 72,861,298,538 (1,785,377 462)| 98 54,878 476,000 53,620,899,048 11,257.476,952)( o8]
. PEMBIAYAAN o 0 0 (] -] o o 0
Jakarta, Mei2024

66
@

Penanggung Jawab UAPPA-E1,

Luky Alfirman




NERACA

HERACA

LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

TINGFAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 223 - ALDITED

(DA M FEUIP 1AM

MEMENTERIAN MEGARATLENMSASA ;| 013 | REMEN TERLAN KELARGARN

UHIT ORGARSAS)
LA T ARTPROVINSI
A TUAN FERLA

D06 | HTIEH PERIMBAMEAN KELSHGAM

S 210E | DR JARARTA

D] e | DIMEKTOMAT JENDEMAL PERIMBAMGAN KELANGAN To Duis
T Catak
Hsdw=rmn 1

O ARSI 12060 Akl
DT ARSI 520 AP

lp resrwcs aelie oomioarail

67

JLrALa Eenalsan [Panununian
BARLS, PERK RSN
2023 2022 Jusmilah b
1 F a 4 5
ASET
AEET LaMCam
Piitang Busken Pajak AS Ty 162 53 414, P48 12 35T 494 I 04
Parpaiian Froiang Teak Tartgn - Flang Buaen (50, BB BT S0, P47 A0) 11 ST iz
PIUTARNIG BLUKAN PASSK [KETTON TR ERE ] TEET 238 12 245 B A58 0%
Farsscman 1,308 508 0 1,184, 462 308 172 246 000 15.0F
SUBLAH ASET LAMEAS 1,591, B8, 540 1,147,158, 743 154,882 T 1613
AEET TETAM
Poarmiatan < Masn LT SOE [ 31 1105 Tad B0 143 BE, By 2R (Y 1608
GCadung den Bangunan 1,40, Seas. U 1,427 S0 200 o [iTi]
Azt Tatap Larmyes EaE A8 214 B, 554 518 18,000,008 278
Konstruks Daten Pergerjasn B4, S, S0e o B4, P0% 508 i
ARLBALILAS PESNYLISUTAN B 188, S S o0 S 455 T ¥, 708 B08 1935 T
SUMLAH ASET TETAM 2% 501, 504, 200 12, 588,532 12T 11,120 382 373 B8 E2
AEET LANNNTA
Azt Ta Bersaged 10EFE 408 304 BB, 147 A FEIL2E S0 FEx)
Dhiaras YViang Ditbatirs Pesgpuonasrrmes T B0 TN o 3T A0G TH51 il ]
Al Lmeeluar S8 B3, 155 AR5 £ 2 L Tl T 11144
""""""T_':" o L ! ! (0L, B8, Sy [T B S 41T F, 10 A T8 15
SUBLAH ASET LAINNYA 1,978 877,078 2 S B2 A6 |58 AR ST (B2
SUMLAH KSET 26 BN T21,114 16, DS 2, B0 408 0,750 219, T80 .03
HEWAJIEAN
FEWANEAH JAMERA PEHDER
Ly hepecs Pk Ketigs a0 EOE JEc S0 mad S 908 ahE 242 50
LAk SR a9, EDE, 16 5,530 833 I A A6 824260
SUBLAH MEWANBAN O3 E2E, 26 5,531,812 TED NS A3 a4 80
EHLUITAS
ERLTAS
Ekvitas I 44T I 250 16 BE ST 578 O, 0 A3 274 A
SUSMLAH ERLETAS 26,442 EN4, 250 15, D4E, 5T 378 BE, 384, 928 274 BaTA
SUMLAH EXUITAS 26,442, EN4, 250 15, D4E, 5T, 378 BE, 354 228 274 [k, ]
SUBLAH KEVANESH DAM ERNTAS 26 ENZ.T21,118 BT, B0 A0S o, TR LT BT
Jakarta, Mei2024

Penanggung Jawab UAPPA-E1,

,.ﬂ_;.-gi-'-"

Luky Alfirman




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 20 - AUDITED

(DALAM RIEUH)

FEMENTERIAN RECARATLEMBAGE : | 118 | KEMENTEMIAN KELUAMGAN

UHIT ORGARSAS)
WILA Y AR PRSI
EATUAKN HERIA

L] | DITAEN PERMBARGAN KELAMGANH
L 100 Del ARKARTA
D] 4404 | DIRERTORAT JENDERAL PEMIMEANGAN HELUARNGAN ToOsis - 0PGS0 1228 AM

LAPORAN OPERASIONAL

Tl Catak - DS 5304 AM
Halaman -1
lsp o sather

PERDAFATAN OFERASIOHAL

PERDAPATAN PERPAIGKEN
Percispurtar Pepi Pangtesien

Parciapatas Pajah Pestambehen R den Peryueisn Saceng
| brmeas

Parcapuian Pajai Bomi den Bangonan

Perdepatan Bes Pecle®an Hek siss Tarsh den Bangunan

Pardepaten Cuks
Parelspatan Pajsh Lsoa
Parcapatas Sam Kok
Perdepatan Bes K
Jumish Pardagsten Parpageen
PENDAFATAN HEGARS ELIRAN I'ALAK
Parciapatan Swrbar Curya Slem
Percepuiar Began Pesanris® sl Lebs
Parcispatan Hegera Buken Fejsh. Lanm
Jamvah Famdazstan Sesa Buar Mg
PERDAFATAN HEAH
Pardepatan Hibsh
Jumish Pardapetan Hissh
Jurmish Pandapatan
BERAH CFERASIONAL
Batuan Pagpews
Habar Parsedes
Babar Hanng den Jsss
Hubur Parmsiharssn
Bubun Parjulnsn Do
Bk Barang Untul Dssrabken Hepads asysriiel
Butue forga

-]

-]

3 E5% A54 (OG
A1 e
23080 0 TaE
&P 00 BAS.
B 30 B
-]

L]

68

16,045,500 (g S| (o)
16 045,525 (eEfesaan| (10

a o

a o

a o
16,045 505 (vEd gy (0]

a o
11445 B4 450 [P rdr L
0,101 44T SRLnas| T
19 S e B 3008 10 85| 20812
5 T S OO 1,208 S BE0 | 0sed
14,340,970, 180 SEmysmars] g




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

LAPORAMN OFERASIONAL
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : | 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI :( 06 } DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAHIPROVINSI :( 0100 ) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA :(440941) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TgiData : OT/0S/24 1200 AM
Tgl Cetak : OTAIS/24 528 AM
Halaman :1
lap_lpe_satker
KENAIKAN/
URAIAN 2023 2022 PENURUNAN | (%)
EKUITAS AWAL 16,046,970,576 21 564 466,143 (5,617,495 56T)
SURPLUS/IDEFISIT-LO (66,775,544 442) (62,055,358, 712) (3,820,185,730)
KOREKSI ¥ ANG MEMAMBAH/MENGURANG| EKUITAS 14,988 276 0 14,988,276
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0
KOREKS! NILAI PERSEDIAAN 0 o 0
KOREKSI NILAI ASET MON REVALUASI 14 OB8 276 0 14 O88 2T6
LAIM-LAIMN o 0 o
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 77,156 480 440 57 337 863,145 19,818,617,205
KEMAIKAN/PENURUMNAN EKUITAS 10,395,924 274 {5.617,495,567) 16,013,419 641
EKUNTAS AKHIR 26,442 804 BS0 16,046 970 576 10,395,924 274
Jakarta, Mei2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,
Luky Alfirman
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

NERACA PERCOBAAN AKRUAL (SALDO AWAL)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA 1440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tgl. Cetak 24/07/2023 7:12 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17
Rt | AohR NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 50,733,906 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 2,680,842 0
0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 50,733,906
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 13,404
0.0 117111 Barang Konsumsi 1,068,668,797 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 75,800,508 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 103,764,804,143 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 1,427,595,200 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 651,888,518 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 93,304,051,953
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 159,403,781
0.0 162151 Software 9,060,922,478 0
0.0 162161 Lisensi 830,225,216 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 448,631,261 0
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 374,631,261
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 7,212,650,623
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 227,664,533
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 649,000
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 5,181,832
0.0 391111 Ekuitas 0 16,046,970,576
JUMLAH 117,381,950,869 117,381,950,869
Jakarta, Mei 2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,
; [=]
Luky Alfirman
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACHA PERDDBAAN [BAZIS AKRLIAL)

TIRGHAT SATUAN KERJA

FER 31 DEEEMEER 2023 - AUDITELD

DAl &M FLF1AH)

KEMENTEFIAN RECAELIEINAACA : | 0HE ) KEINENTERLAA EEUANCANR
UKIT DRGAAITAT]

WILA A HIPEIN T

SATUAR EDELLA

: [ 06 | ITJEN PERIMEBANG AN HELARGAN
: [ CHA | D JAKARTA

I EEEMT ) DISEETORAT JEMDORAL FERMOANGAA KEDUANGEN T Do

DTS 1230 AN

Tl Caink - DTS 514 A

Halwrmn ;1

b samca sarccoasn mhrosl st

-;'I': E HANA AN DEBET EREDIT
1 z 3 & 5
11 EEFEE o T =N Paps Lo
[T [IEFEF] Fatarg Larrss [FF- W ]
11 TTEam 5 = TR = i e
[T TEI Farymian Pubng Tk TArsgs - FPuisg Lenaye [ 74 341
as T Fanarg ronmama Bl B I ]
as T Fafar, criux Farel Fasoar, L RETE ] ]
as T |Femban das Mesn T3S SN T Sra a
[V E TES T eton g dan Bargurms ] 0
[T =i Mo Tainp Lanrym G Ba 18 ]
i T+ T FOTEEUES| LA premar, o4, 0 i 1]
[T T SkzTedan Feryuauint Fushian 2an P a 100,383, 213 AT |
us AT FEaTedan FEryLE LI HEan D 20N Barguan i LN
as LrELL] Tohamn .l i ]
[i = T H [oanu BT ST ]
s [ Rk ] Lo o Flskans g Pemsmp g r-a STeri s o LEr =eg 5 il g u
oz IEE112 Sp Tainp yang boish dgursh s Zeism ops=mi perma rnissan S8 BT 18 1]
e ] = Eir pang T (] o s B
Oog ae Pergrighys
aa T—FLE] Bloedan Arorman Satanc a T W FER ]
1 T+ TenTT Thzredan: Fracrma Lmsral i T Aan. T |
[+ [ L | ] Eskar; =mrang yang mamh e oo [1] FRELE- ]
as ik o L e A [ T B T
as R T T T TR T i} o e
[T ETELFE] Dinrira dad Crigs Lo FL T a
as il FEE Tanse ReLw T R13 B T ]
aa EJEFFL Transier RisavLk ] I8 143 500
s ST ol T i | A pe 1 |
as T JRCuks THa ant T Fech R mima) a rp ey |
[i = bR Fargeaaran bEah Largqurg L RN R R
1 = T Py Shiar; B- i i ]
-1 L r—f Percpstsn dar Famircdshisrganes Bkl LsnTya 1] 33003 Tl
AT I JTErarirann Rarial Balan TEgEanl AR ey an T s i Eper b |

ET ETIEFS] Batar LUarg biskan PHE 3,543 506, 00a a
- kR Fatar Qarg Laria: STL.IIT I 1]
i - LR EE Tatar, vaca Lon PaFar s s AR Wi L 1]
I Erd Rkl Estar PFesprmes Sursl Dnes Pza Poam ol ] u
T TETTIE . JESCan Nonos Lisam horal SEamn Fans L B D] (]
T CFIEET Eatar, Bamng Ocaramcasl LAramm TR, Ta, 400 ]
1 T Halar Ramg A Amsna - T Nar Gt TANCEm b b1 L L 1]
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KER.LA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

[DALAM RUPLAH)

KEMENTERLAN REQARARLENMBADA : [ 015 | KENEMTERIAN HELANOAN

UNIT OROARESASE L[ OB ) DITJEN PERINBARIAN FEUARIAN
WILAYAHPROVINES L[ 0100 ) DK JARARTA
SATUAN KERLIA s [ 841 ] DREWTORAT JENDERAL PERINEANGAN KEUARGAN Tg Data 070524 1238 AW
T Casinkc OPS24 594 Akb
Halaman 2
M Medacs porobue akival Sale
e ﬁ MAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 =]
1] -+FREE] i Bl EXE] [
1] TSI | CHiban Honor ATl Fatalan i3
7] [<FEEE] Baban Barang on Opaikconl Ly S AHY [i:
7] TEAT | Deban Langgaran Tawpsn L
50 SENF | Beban Langganan Dapa dan Jika Lannya [
71} EF a1 Bfan Jasa Fonsmn [
30 SxFidi Blidsian S i
a0 gy Bidsan Jata Prokes [i2
1] TR | Chiban Jaka Lonfra i3
7] TR | eban ek e an ALy Ga DAl L
71} ST | Sl PaiTeska e CHatLTy) Qaif DAngSan Lamina i3
7] SETET | CHCan PRl bralaan e 0an Mak [
1] TET AT | CHiban Parmalara i Jaisan i3
k1] ST | Deban Pairehiaie e Lann ye [
=0 [T EEE] Batmn Faijalai Dias Ciass X
30 s24113 Bt Priijil i it D D adiami Kot i
T | 224114 By Pl s it Do Piboil Wb lorngy Dlad i Rl [i2
1] AT | Chban Parjalanan Liras okl Mg Luar Rola [i3
1] [T EEE] EFE Faijal i, LAfias Dascas - List! WG] [i3
7] - TEEE] Bétan Parpursuan Peraian dan Mesn [i:
1] SONETT | elan PRty it Gan Cangnan L
] SIS | Chban Ak Selwaie [
71} S1E | Deban Amoria Lot [
7] [ XSRE] Erela 1 Pt aan honsns [
30 S3113 | Beban Parsedan Batan unuk peimeedhaaen [
1] SOATE | Deban Pairsatan Palang TSk Temagh — Fulg Lania [ib
JUBLAH a8, e 501 549
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
F= 31 DESEMBER 2023 - ALIDITED

{OALAM FLUPLAH )

KENENTERLAN NECGARMALENBAGA [ DIL) KENENTERIAN KEUAMGAM

URIT ORGAHI 5851

o D6 ) ONTIEN FEMINEAMGAN REUAHGAH

WILATARPROSIRE o DD | RG] AREANTA
SATUAN EEFLLS D SAEIY | DINERTORAT MEMDERAL PERIMBAMGSN KEUANGAN Tgl Ouin O7PNEE4 1200 AW
Tl Colmk - P4 235 A
Halanar
Inp merecn percotasn ks ssther
KODE KODE
ThN AKUN HAMA AKUN DEBET KREDIT
1 F4 3 4 ]
=1} I3 DITHEHEANEE ENMTITAS LA a Ia B 2 55
=1} T3 II:III'LHIH'-L'!H‘U ENTITES LA &7, 57,002 UI
b 1] E=lrid IF'I'I:.I-I":-H'IT.-.I' Faminiss dan Haan |:I| E.I!?Edml
6 1] E=lrs] Parcepsiss 2o Femindshisnganes BV Larmya a 50000 P
30 435811 Pasarmas: Eamtal Ealanjs Pecmean Tafwon Anggemn T eng Leiu a 11, 24T 0]
1] - marrrmms Ramoah Bamngs Sareng | shun Angceres fang Lek 1
b 1 =1 N Camrga L v Fid g R
L 1 TTET EaRrys Uang Lambir AR e
10 a1l Eamma Fazariuan Far r [ §ijd M=t RE
1.8 a1 T Eaargs Fesgemaen Sorst Drms ™ o ul = l.._
b X LU0 Famrjs Sararg Uz 1 HI 1
b X =y | 5 Faaris Satars Usersscrmsl - Pearasgsnan gl LRIl =, 128 S 1
ki a1 Eamngs Sasmn 4T BS S50 e 1
b 1 = | Camrga Horae Dsizul b Ci 'l'llll_
ki Lk ] Eaanis Samerg Mos Cpessonal Leorys S o, i
. 1 T Earys Harang i Bamng P T .
T T Eamrga Largzara- Lalok TATE ]
2 L=r i STOTR P
b X ek Eamarja TR T T TR 4.4 =4
ki L k) ST TR TR 135,550 50
ki e | Camnn add B3R5 5
L1 T Falns Jaua Iols TIr e
L 1 TR Eains Jans Lancyn IO
L 1 T Faarys Temalhamen Gedusg 2an Banpunas T h i
1.8 ATy Eaarys Sarerg dmm Fama B i =mn Esrgarms il
10 L ik ] Canns Pamalnsmmnm Craoung 2en Canounes Lensys T,
b X L LR Faarjs Memaammn Fas =R T N KT O i
L 1 TS [Caani Mamelarmen Jeingas e g ]
L 7 TS [Csan Mamaarmn Larmy BTt on .
b 1 ToRTT Canra Meoslsren Do oo AL S i
T TS EBrgn | ran LAnas DEar nad i ]
b T Eaana amn Cheas Pakwl W mg Lmlare ol iy i i
T T A e T T LT R o ) !
ki s ey Camnga amrt Loy S - Luor Fagmn oy [N i
ki Lrih b Eaangs Hooal Feras - LT & 0SS M8 B 1
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

NMERACA PERCOBAAN (BASIS KAS) m E
TINGKAT SATUAN KERJA r -
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
E [ 1]

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : (015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UMNIT ORGANISASI 1 {06 ) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
WILAYAHPROVINSI {0100 ) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA 1| 440941 ) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TglData - 07/05/24 12:00 AM
Tgl Cetak - 07/05/24 5:35 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobasn_kas_satker
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 S
ER] 511129 Pengembalian Belanja Llang Makan PMNS [i] 2 064 D00
ER] s21211 Pengembalian Belanja Bahan 1] 1,632,000/
ER] 52111 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1] 244 304 203
ER] 524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1] 1,520,000/
EN| 524118 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota [1] 20251 470
31 5221 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negen [1] 25202 21
JUMLAH T3,437,479,435 73,437 479,435
Jakarta, Mei2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,
STHEE
Fo -t
Luky Alfirman
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 016 KEMENTERIAN KEUANGAN KodeLap -LRAPEL1
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Tanggel - 0715124 538 AN
ESELON| : 06 Halaman -1
WILAYAH/PROVINSI : 100 DKI JAKARTA PrglD  :lap_Ira_pen_akun_satker
SATUAN KERJA + 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
REALISAS| PENDAPATAN
% REALISASI
KODE URAIAN ESTIMAS| PENDAPATAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN
PENDAPATAN PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO
1 2 3 4 5 =45 763
42 |PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
4251 | Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan
425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 222 378 408 0 222 378,409
425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 35,000,761 0 35,000,761
JUMLAH SUB KELOMPOX FENDAPATAN 4251 0 251318170 0 251318170
4259 | Pendapatan Lain-Lain
425811 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 11,47 000 0 11,247 000
425812 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 2,680,842 0 2680842
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258 0 13,427 a2 0 13,827,842
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 i 271.307012 0 2M.307012
JUMLAH PENDAPATAN 0 21307012 0 21307012

%
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Penanggung Jawab UAPPA-E1,
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

LAPORAN REALISASI BELANJA PER AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERICDE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMEMNTERIAN NEGARALEMBAGA 1 M5 KEMENTERIAM HELIANGAN Kode Lap : LRAB.5.2
ESELOM | 1 06 DITJEM PERIMBANGAN HEUANGAN Targgal : OT/OB24 E:AD AM
WILAYAHPROVINS : 0100 DKl JAKARTA Hataman 1
SATUAN KER.IA : as0841 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN NEUANGAN PrgiD  :lap_ira_bel skun_sater
JEMIS SATUAN KERJA : WP TohData TS24 158 AM
" ” AEALISASI BELANI "
HODE wRALAN i gy REALISASH | S1S6 ANGEARAN
SEAULA SETELAH REVISI BELAHIL PEMGEMBALLAN BELAMIA METTO |AMNGGEARAN|
BELANIA
i) z 3 3 3 [ ToEE 1Y G=a-7
3] BELANIA FE GAAT
5111 Belanja Gaji dan Turjangan PHS
511129 Belania Uang Makan PHNS 4,356, 377,000 3,810, 583,000 3E4E 05, 000 2,964 000 3,543,055 000 ) 16T 528,000
JUMLAH SUB KELOMPOS BELANIA 5111 4,396 377,000 3,810,553 000 3545 015, 000 2,964 000 3,543 055 000 ) 167,528,000
FF] Belania Lemear
512211 Belana Uang Lemier 255,580,000 316,845 000 211,077,000 o ia77ooo] sees 405,671,000
ARALAH SUE KELOMPOR BELANIA 5122 255, ER0,000 316 848,000 Z11,477, 000 a E11.177.000 ] 105,671,000
SR AH KELDMPOK BELANIA 51 4, 658,057,000, 4127 31000 3 B57, 156,000 T 062 000 Ersparde ] EEEETE ELE AL E R ]
52 BELAMIA BARANG
5211 EBielanja Barang Operasional
521111 Belania Keperban Perkaniaman B,237,245,000 6,089,782.000 5,015,030, 158 o smamoss| =sssr 71,758,842
521113 Belanja Fenambah Daya Tahan Tubuh 51,332,000 o o a [:] o
521114 Balanja Penginman Surat Dinas. Pos Pusat 360,000,000 272568000 20 BGE, 500 o mommsson|  m1od 51,671,500
E21115 Bielanja Honor Operasional Satuan Kerja £71,440,000 587,509,000 574,548,000 o srasamoon|  eTTa 13,261,000
5211189 Belanja Barang Operasional Lainnya BE, 730,000 TG7 405,000 TS THG, 400 a TS, TS, 400 L) 605,600
521131 Huhh:uuwm:lmﬂn Pandemi CONWID- 19| 241, 060,000 8,153,000 B 158, 500 a B 158 500 L] 500
JLMWALAH SUB KELOMPOR BELWNIA 5211 7.557,811,000 7,755, 30000 7.515,432,550 [ TEIBAIZSSE |  waza 137,207 A2
5312 Belanja Barang Mon Dperasional
521211 Bsdania Bahan 1,779, B6E,000 3,325,714 000 3,116 655,594 1,632,000 A NS 02T S0 a7 210,686,006
521213 Belanja Honor Ousper Kegiatan 534,440,000 311,221 000 308 000, D00 a 30,000,000 929 2,221,000
521219 Belanja Barang Mon Operasional Lannya 300, 450,000 325 879,000 324 BB4 TED a 324 =284 750 L) 994,250
JRALAH SUE KELOMPOR BELARIA 5312 2,614, 556,000 3,862 814000 3,750,544, 744 1,632,000 1.7T45.91Z.744 54 213,301,256
5218 Belania Barang Ferseiaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000, 000,000 B50,000,000 949 353 35T a B49 393 35T o123 606 643
AL A SUB KEL OMPOX BELANIA 5218 1.000,000,000 50, 00 =45.353 357 o HEEIET| e 606,541
5221 Belanja Jaza
522111 Belania Langgarnan Lisrik 12,000,000 1,560,000 1.47E, 551 a 14Tasa ~TE 81,409
522112 Belanja Largganan Tekepon 200,400,000 212 400,000 195 031 8526 a 195,031 936 ;Ee 17,368,074
522118 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainmya 42,000,000 5,220,000 4,221,340 o 47z1340| s0&T 998,660
522131 Belania Jasa Konsutan o 305,013,000 138 BEZ, 250 o 1mmerzso|  assa 166,150,750
522141 Belanja Sewa 1,565,714,000 1,232 518,000 1232 385,318 o [EE-ENETE) BT 132,582
522151 Baianja Jasa Profes 4,274,425,000 1,775,998 000 1.722187,500 o 17EzaETEO0|  seaT 53,810,500
522181 Belanja Jasa Lainnya E.B4E,558,000 2,828, 522 000 2919.614,006 o 2mastans|  saes 1,807 954
522192 Belania Jasa - Penanganan Pandesnl COVID-19 108,955,000 a o a a a
LAPORAN REALISAS]I ANGGARAN BELAMNIA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE ¥YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
KEMENTERLAN NEGARALEMBAGA 105 KEMENTERIAM HELANGAN Kode Lap : LRAB.S2
: 06 DITJEN PERIMBANGAN HELANGAN Tanggal  : OT/OGZ4 540 AM
: ofon DKl JAKARTA Halaman 2
SATUAN KER& : aa0341 DIREKTORAT JENDERAL PERIMEANG AN HEUANGAN PrgiD  : lap_ka_bel skun_sater
JENIS SATUAN KERJA : kP TglData  : TUS24 1:58 AM
" " REALISASI BELAN A ®
HODE LN ‘m" SETE‘LAHEGNHEVuIEI T T REALISASH | Si56 aNGGaRAN
BELANIL ERGEMEAL BELAMIANETTO |ANGGARAN|
BELAMMA
1 F; 3 3 E 3 755 E=54 5=47
JRALAH SUE KELOMPDS BELAMIA 5221 13,050, 052,000 5 462 231000 5213, TBO.561 a e ] =616 248 450,033
5231 Eclanja Femelharaan
523114 Belanja Pemelharaan Gedung dan Bangunan 1,324,375,000 874,060,000 239,105,838 ] s osEs| @641 32,854,162
523112 Belanja Barang Fersediaan Pemsliharaan Gedung dan 120,000,000 120,000,000 91,250,335 o o1 zs0aes]|  meos 28,749,675
523119 Balanja Pemelharaan Gadung dan Bangunan Lamnya 57,824,000 90,850,000 72,500,655 o reeoess|  res 18,258,341
523124 Belanja Pemelharaan Peralatan dan Mesin 4,507,550,000 5,274,555.000 5202 297,978 o sazzarers| saes 72,258,022
523133 Belanja Pemelharaan Jarngan 12,000,000 20,835 000 20,437,330 o 20,437 320 100 580
523199 Balanja Pemelharaan Lannya 542,000,000 515,003,000 515,000,000 o 5115, 0060000 100 3,000
JLRALAH SUB KELOMPO# BELAMIA 6231 5,573, 785,000 7,084,917 000 6.540,652, 120 0 GoM0EEE120|  SrEs 154,224,880
5281 Belanja Feralanan Dakam Meger!
524111 Belanja Ferjalanan Dinas Biasa 7,153,407,000 9,812 249,000 9 512,338,501 244,304,203 assoszes| sesr 584,814,702
524113 Belanja Perjalanan Dinas. Dalam Kot EE, 700,000 87,355 000 £9,400,000 o smanooo0]|  s1m3 7,855,000
528114 Balanja Perjalanan Dinas Paket kasting Dalm Kot 2,543,617,000 7,782,707 000 7.701.757,000 1,520,000 rooozaroon| sase 82,470,000
522119 Eslanja Perjalanan Dinas Paket Mesting Luar Kota 114,550,000 1,354, 008,000 1793992181 29,251,470 1.254.740.711 955 90,167,289
LML AR SUB KELOMPOR BELARLA 5281 5,548, 514,000 79,187 £20 000 8,597, 467, B2 F75,075,673 THAZZ A1Z008] G765 725,007,991
[FTT] Balanja Peralanan Luar Negen
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Hege 1,628,20,000 1,568, T55.000 1,557 524,006 25202212 isazazivas] sees 26,333,206
JLMALAH SUB KELOMPO# BELAMIA 5343 1,626,201,000 1,568, 755 000 25 202 212 TSZAZ1 T | Sees 26,333,206
JLALAH KELOMFOR BELANAA 52 T 7L 061, 56,841,867 000 45 737,965,478 0T, 509, BEE | TR AR wrad 7,505 021 257 |
] EELANIA MODAL
5321 Belanja Mol Peralatan dan kesin
532111 Eclanja Modal Peralatan dan Mesin 21,541,329,000 21535 344,800 1] 21535 44 m00]  saar 5984 200
JLRALAH SUB KELOMPO® BELAMIA 5321 21,581, 208 000 1,535 344,800 0 31535 344 800 @@ a7 5,884,200
5361 Belanja Modal Lannya
536111 Belania Modad Lainnya 2,036,049.000 2035 676,196 ] 2o Ere195| soos 372,805
JUMALAH SUH KELOMPO® BELAMIA 5361 2 036 42,000 203576, 155 a 2035676195 ] 372 805
AMILAH KELOMPOKR BELANM 53 23,577, 378000 23.571,020,555 ] 2A571.020995]  sEav 6,357,005
JLRALAH BELAMIA, 74 585, 676,000 73,165,172,423 30,673,885 ] 1,785,377 862

Jakarta, Mei2024
Penanggung Jawab UAPPA-E1,

Luky Alfirman
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LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

PADA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023

LKHLN 1 LK HLN 2 Jumlah
1. | Nama Hibah Luar Negeri Australia Indonesia Tata Kelola
Partnership For Pemerintahan yang
Economic Development Efektif, Efisien, dan
(PROSPERA) Kuat (ERAT)
2. | Pemberi Hibah Departement Of Foreign | United States Agency
Affair And Trade (DFAT) - | For International
Pemerintah Australia Development (USAID)
3. | Nama Proyek Program Australia Tata Kelola
Indonesia Partnership Pemerintahan yang
For Economic Efektif, Efisien, dan
Development Kuat (ERAT)
(PROSPERA)
4. | Grant ID SA 04.12.2017 497-AA-040 LGP
5. | No. Register 23TSV7CA 2F5GEXNA
6. | Date Sign 4 Desember 2017 6 April 2021
7. | Date Effective 1 Januari 2016 6 April 2021
8. | Closing Date 28 Februari 2026 30 September 2025
9. Grant Amount AUDS$145.000.000 USD 38.500.000
10. | Disbursement s.d 2022 Rp2.069.002.731,00 Rp3.314.011.685,00
11. | Disbursement pada tahun
2023 Rp2.069.002.731,00 Rp3.314.011.685,00
12. | Belanja Tahun 2023
(Rupiah)
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Modal
d. Belanja Bansos
13. | Neraca (Rupiah)
a. Aset Lancar
b. Aset Tetap
c. Aset Lainnya
d. Kewajiban
e. Ekuitas Rp2.069.002.731,00 Rp3.314.011.685,00 Rp5.383.014.416,00
14. | Executing Agency Kementerian Kementerian Dalam
Koordinator Negeri
Perekonomian
15. | Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP) | BPK BPK

78




LAPORAN KEUANGAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2023 AUDITED

SURAT HASIL REKONSILIASI DENGAN KPPN

HANNIL PROVINSI DK JAKART A
KPP JAKARTAN

WEMIENTE RLA N KEULANG.AN REPUBLIK | NDOMNE S0
DIREKTORAT JEMDERA L PERBEMDA HARAAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATHER 440941
SAMPA| DENGAN PERIODE 2023-12

| Mo Jers Relan Mg GPAN Wil AT Heldeyaty
1 |Pagu Belsn ja T4 E4E ETE D00 Ta B8 ETE 0 L]
F T30 1T AT T30 TEATY -]
] E.Emm Baelamja 304,572 585 304,573 585, |
i Ellm- Pl apatan ] ] ]
5 |Pend apadan Buan Pajak 1.7 T T NT T L]
& |Peng eenibalien Pendapatn B ken Pajss -] -] ]
7 |Pengemibatian Pajak o | |
5 |Whitesi Usng Persedisen -] -] -]
5 |Was di Bendahara Pengeluanan [ 0 0
18 E piils B silan Lanranan Usnum ] -] -]
11 Lainnya di KAL dari Hibsh -] L] L]
12 waahan Hiwh Lan 1] i Su rt Berhang & 533014418 53R 044 -]

Liderbikan seoara olomals pads Lngas! 1500024
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